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Kata Pengantar
K:EPALA BNPT

Dengan memanjatkan puji syukur
kehadirat Allah SWT atas limpahan taufik
dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme

Tahun 2022 telah diselesaikan

penyusunannya dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada para

pemangku kepantingan atas mandat yang

diamanatkan oleh pemerintah kepada

Badan Nasional Pcnanggulangan

Terorisme sekaligus unhrk memenuhi

kewajiban sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tah,,n 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kineda
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah-

Kami berharap Laporan Kinerja
Badan Nasional Pcnanggulangan

Terorisme Tahun 2022 ni dapat digunakan

sebagai masukan bagi peningkatan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dalam hal

penanggulangan terorisme di Indonesia dan

bahan evaluasi yang objektif bagi pihak

yang berkepentingan. Kami menyadari

laporan ini belum sempuma, oleh karena

itu kritik dan saran sangat diperlukan guna

perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat

sebagai acuan dalam perencanaan dan

pengembangan progam pembangunan

pada tahun-tahun mendatang.

Bogor, Februari 2023

Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme,

Bo niAma
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN NAS10NAL PENANGGULANGAN TERORISM:E
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mercviu Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

unnrk Tahun Anggaran 2022 sesuar Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi

informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Reviu bertujuan unhrk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah

disajikan secara akurat, andal, dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan

dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.
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Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahw 2022

merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kineg'a unfuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan.

Dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan sasaran strategis untuk masing-masing

unit kerja. Sasaran strategis yang dimaksudkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

merupakan ekstraksi dari berbagai sasaran strategis yang mewakili unit kerja di
lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan kontribusi
capaian realisasi kegiatan dari seluruh unit keda yang berada di lingkungan BNPT.
Adapun penjelasan capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai

berikut:

I . Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai 13 Sasaran Strategis dan 15

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Program Penanggulangan Terorisme dan

Dukungan Manajemen dan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan dalam

dokumen Perjanjian Kinerjal
2. Capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2022 secara

keseluruhan menunjukkan kinerja yang positif. Secara umum Nilai Pencapaian

Sasaran Strategis (NPSS) BNPT Tahun 2022 sebesar 98,20%. Dari 13 Sasaran

Strategis, terdapat 3 Sasaran Strategis yang capaiannya masih di bawah 100% atau

rnencapai 20o/o dai 13 Sasaran Strategis, terdapat 3 Sasaran Strategis yang belum
memenuhi target atau belum mencapai 100% yaitu : SS1. Meningkatnya Keamanan

Negara dan Masyarakat dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme, SS3.

Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia dan SS13. Tcrwujudnya
Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadmap Reformasi Biroloasi Nasional (RBN);

3. Demikian juga dengan pencapaian Indikator Kinerj aUtarna, dari 15 IKU, terdapat 3

IKU yang belum mencapai target, yaitu Global Terrorism Index (GTI), Indeks

Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional dan Terwujudnya Reformasi

Birokrasi BNPT sesuai Ro admap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
4. Pagu anggaran awal adalah sebesar Rp453.867.874.000,00 kemudian setelah

dilakukan beberapa kali dutomatic adjustment dan refocusing anggaran belanja

Kementerian/Lembaga, anggaran BNPT menjadi sebesar Rp.429.412. 163.000,00.

Dalam mencapai target kinerja Tahtn 2022 telah direalisasikan anggaran yang

berasal dari APBN sebesar Rp426.152.619-414,00 atau mencapai 99,24%.

v
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.\. Latar Btlakang
Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan

dokumen negara yang berisi upaya-upaya penanggulangan terorisme yang dijabarkan

dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan

dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan

pernbangunan dan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan

transformas i pelayanan publik.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20M tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lanbaga menyusun Rencana Strategis

(Renstra) periode lima tahun. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi dan Misi Presiden yang ditetapkan pada

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) T ahr:n 2020-2024.

Arah Kebdakan Nasional 2020-2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) ke-tV adalah menciptakan iklim kondusif untuk
penanggulangan terorisme dan meningka*an kesadaran masyarakat terhadap ancaman

terorisme. BNPT telah menjabarkan arah kebijakan nasional tersebut ke dalam Rencana

Strategis Tahrr 2020-2024 yang dite{emahkan ke dalam 7 misi utama, yaitu:

No

Tabel 1.1

Misi dan Tujuen Badan Nasional Penanggulengan Terorisme
llisi Tuju;rtt

hnplenrcntasi kebijakan penanggulangan Diterapkannya kebijakan
terorisnre tcrintegrasi secara hannonis penangguialrgan tcrorisme secala
bcrbasiskan penelitian kornprehensil'
l\4claksanakan tindakan prc-cnrptil' tltn Meninlkatnya potcnsi tindlk
prevqutil' dalam menccgah tcrjadinya pidana tcrorisnrc yang bcrhasil
tindak pidana terorisme clicegah (prc-cnrtil'tlan preventil)
Optirnasi penegakan hukum dan Meningkatnya perregakkan hukum
penanganan krisis secara ccpat dan tepal dan penanganan krisis tindak
dalam merrinimalisir darnpak terjadinla pidanaterorisrnc
tindak pidana terorisme

，

一

3

4 i!{elaksanakirn penrulihan korban tintlak
pidana tcrorisme secara optinral
Deradikalisasi terhadap narapidana
terorisrle dan orang atau kelonrpok orang
y-ang sudah terpapar paharn radikal
terorisnre
\'lclaksanakun kerja sama intelnrsional
dalarn pcnanuglrlangln telorisrrc di tingktt
bilatcral. re--qional. dan nrultilateral. scrta

I.)enguatan pcrangkat hukunr intenrrsional.
dun lrclintlunsln \\/Nl dan BII I dari
itlrcilnliur tc[uri\lllc di lttar rrcueri

Terlaksananya pcntulihan korban
tindak piclana terorisrne
Menurunnya .jurnlah narapidana
terorisme dan orang atau kelonrpok
orang yang
terpapar pahanr radikal tcrorisure
\'leningkatkan pelaksanaan kerju
salra intcrnasional dalarn
penanurulangan terorisrne di
tingkat bilatcral, rcgional. dan
rnultilatcral, scrta pcnguatan
perangkat hukunr intsmasional.
dan pelindungan W'NI tlan BHI dari
tncanli]n tcrl)risntI tlr luar rtcgc[i

6

l-llPendahuluan
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\{cningkatkan
pelaksirnaan rcfonlasi birokra:i
nrcnu ju birokrasi proltsional

Ten"ujudnya R ilokrast
Ilr-PT yang prolbsional

BNPT

Berdasarkan 7 (tujuh) misi BNPT Ta}:ntn 2020-2024, maka dijabarkan 7 (tujuh)

tujuan strategis seperti ditunjukkan pada Tabel 1.1 di atas. Ketujuh tujuan tersebut

memiliki 12 (dua belas) indikator tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan

pencapaian tujuan. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, BNPT melaksanakan 2

(dua) program penanggulangan terorisme yang dilaksanakan oleh 4 Unit Ke{a Eselon I
di lingkup BNPT.

Agar program dan kegiatan BNPT dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan target

waktu, kualitas, kuantitas, dan sasaran, maka disepakati pe{anjian yang tertuang dalam

Pe{anjian Kineq'a antara Kepala Badan dengan Eselon I sampai dengan Eselon IV.
Sebagai wujud pertanggungiawaban atas Pedanjian Kinerja yang telah diperjanjikan

tersebut, BNPT berkewajiban untuk membuat Laporan Kineq'a Tahun 2022 sesuai

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kine{a Instansi

Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kineq'a, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kine{a Instansi Pemerintah.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2012, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. Menyusun kebijakan, strategi, dan progmm nasional di bidang penanggulangan

terorisme;

b. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan

kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;

c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk

Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah tsrkait
sesuai dengan tugas, firngsi, dan kewenangan masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BNPT
menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan

terorisme;

2. Monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;

3. Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda

ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;

4. Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;

5. Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi

target serangan terorisme;

l-2lPendahuluan
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6. Koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan

nasional;
'7. Pelaksanaan kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme;

8. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan

sumber daya serta keg'a sama antar instansi:

9. Pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan,

perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di
bidang penanggulangan terorisme.

Disamping melaksanakan tugas dan fungsi di atas, aspek strategis dalam

menjalankan kegiatan penanggulangan terorisme yang dikoordinasikan olch BNPT

memadukan beberapa langkah, yaitu :

l. Tindakanpencegahar/non-represiflpenyadarandengansasaranmasyarakat,terutama

melalui lembagalembaga pendidikan dan tempat-tempat ibadah;

2. Tindakan represif dan pengungkapan jaringan terorisme;

3. Kerja sama intemasional dengan bcbcrapa negara.

Selain memadukan langkah-langkah di atas, dalam menjalankan tugas dan

fungsinya, BNPT juga membentuk satuan-satuan tugas dan organisasi-organisasi

pendukung untuk penanggulangan terorisme, misalnya :

l. Membentuk jaringan dan kerja sama intelijen dalam Joint Analysist Terrorist yang

mengoordinasikan jaringan Intelijen Negara untuk penanggulangan terorisme;

2. Mensinergikan kapasitas satuan anti-teror yang ada di lndonesia;

3. Membentuk dan memperkuat Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di

tingkat provinsi;

4. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pcnanggulangan terorisme, terutama dalam

pencegahan dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap bahaya ajaran radikal

terorisme.

( . \lnrlitur'Organisirsi tlrrrr S[)\l
a. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT) mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

l-3lPendahuluan
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Ganbar l.1

Fol■lasiJabatan StmkШ d BNPT

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

didukung dengan strukhu organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri atas:

a. Kepala BNPT.

b. Sekretariat Utama, yang terdiri dari :

1) Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat;

2) Biro Umum.
c. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, terdiri dari:

l) DirektoratPencegahan;
2) DirektoratPerlindungan;

3) DirektoratDeradikalisasi.
d. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, terdiri dari :

1) DirektoratPenindakan;
2) DirektoratPembinaanKemampuan;
3) Direktorat Penegakan Hukum.

e. Deputi Bidang Keq'asama Internasional, terdiri dari :
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1) DirektoratKerjasamaBilateral;
2) Direktorat Keg'asama Regional dan Multilateral;
3) Direktorat Perangkat Hukum Internasional.

f. Inspektorat.

b. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 29 Desember 2021 telah dilakukan penyetaraan jabatan administrasi ke
jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/5804{.SM.02.00/2021 hal persetujuan usulan penyetaraan jabatan

administrator ke dalam jabatan fungsional di tingkungan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme, sehingga jumlah jabatan struktural pada Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme menjadi sebagai berikut:

Untuk operasional pelaksanaan progmm dan kegiatan kantor sehari-hari, selain

pejabat struktural temebut terdapat:

a. Pimpinan Tinggi Utama : 1 orang

b. Eselon I : 4 orang

c. Eselon 2 : ll orang

d. Eselon 3 : 23 orang

e. Eselon 4 '. 24 orang

f. Pejabat Fungsional Ahli Madya : 7 orang

g. Pejabat Fungsional Ahli Muda '. 42 orang
h. Pejabat Fungsional Ahli Pertama : 70 orang

i. Pelaksana : 193 orang
j. Pejabat Fungsional Terampil : 11 orang

k. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) : 56 orang

l. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) : 134 orang

m. BKO '. 12 orang

n. Satuan Tugas (Satgas) Intelijen :254 orang

o. Satgas FTF (Foreign Terrorist Fighter) :133 orang

Total Pegawai BNPT :974 orang

l). lis tt rn rr t il. u l'tnr l.ii:ttt
Laporan kineda BNPT ini, terdiri dari :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan tugas dan fungsi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan

produk organisasi, struktur organisasi serta sistematika penyajian.

2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini disajikan rencana strategis Tahun 2020-2024 dan peIl'anjian kinerja

Tahw2022.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi keuangan.

4. Bab IV Pcnutup

l-5lPendahuluan
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A. tri.t'nc:ur:r Strntellis
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi

mandat bahwa arah kebijakan penanggulangan terorisme dilakukan dengan peningkatan

kemampuan dan koordinasi intelijen. Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penanggulangan terorisme diarahkan untuk
menciptakan iklim kondusif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman

terorisme.

Dalam menerjemahkan arah kebijakan tersebut, BNPT menetapkan Rencana

Strategis (Renstra) BNPT Tahun 2020 - 2024 yang diuraikan melalui Peraturan Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor I Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024. Rencana Strategis BNPT
Tahun2020-2024 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan

sasaran.

1. Visi Blt{PT
Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementeri an/Lembaga

hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Hal ini berarti bahwa Visi BNPT harus selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden

Republik Indonesia, sehingga Visi BNPT Tahun 2020-2024 adalah:

'Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme

dalam rangka Terwujudnya lndonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian,

Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut selaras dan mendukung pencapaian Visi Presiden Republik Indonesia,
yaitu : "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdauiat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun kedepan, semrut

upaya strategis yang dilakukan BNPT harus bermuara untuk menjamin keamanan negara

dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme dalam rangka

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat dan berkepribadiaa berlandaskan gotong-

royong.

2. Misi BNPT
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang

harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (1ima) tahun kedepan, yaitu :

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

b. Strukfir ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;

i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

ll-1|Plr,iri( a r'l ,l lr I(Ilr,).1;l
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Dalam konteks penanggulangan terrorisme, BNPT melaksanakan Misi Presidcn dan

Wakil Presiden ke-7, yaitu : "Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh warga", sehingga Misi BNPT Tahun 2020-2024 adalah Perlindungan

bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dari ancaman

maupun tindak pidana terorisme, melalui :

a. Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis

berbasis penelitian;

b. Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventifdalam mencegah terjadinya tindak
pidana terorisme;

c. Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam

meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme;

d. Melaksanakan pemulihan korban tindak kejahatan secara optimal;
e. Deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme

dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme;

f. Ke{a sama intemasional dalam penanggulangan terorisme;

g. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional.

3. Tujuan Strategis
Dalam rangka memenuhi visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Nasional

Penangguiangan Terorisme telah menetapkan tujuan di bidang penanggulangan terorisme

untuk periode 2020 - 2024, yaitu sebagai berikut :

a. Diterapkannya kebijakan penanggulangan tcrorisme secara komprehensif;

b. Meningkatnya potensi tindak pidana terorisme yang berhasil dicegah (pre-emtif dan

preventif);

c. Meningkatnya penegakan hukum dan penanganan krisis tindak pidana terorisme;

d. Terlaksananya pemulihan korban tindak pidana terorisme;

e. Menurunnya jumlah narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang

terpapar paham radikal terorismel

f. Meningkatkan pelaksanaan keq'a sama internasional dalam penanggulangan

terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat

hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar
negeri;

g. Terwujudnya birokrasi BNPT yang profesional.

ll -21e,-.rcnaJna,rn Krncr la
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4. Sasaran Strategis
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Gambar 2.1

Sasaran Strategis BNPT

Gambar di atas menunjukkan 13 (tiga belas) sasaran skategis yang dikelompokkan
ke dalam 4 (empat) perspekif, yaitu : perspektifslateft older, customer, internal process,

dan learn & growth. Penjabaran peta strategi tersebut menunjukkan keterkaitan antar
perspektif dengan learn & growth sebagai modal organisasi sampai dengan perspektif

stakeholder sebagai capaian organisasi. Hal ini juga menegaskan bahwa keempat

perspektif tersebut memiliki peran yang tidak dapat dihilangkan satu dengan lainnya.

Perspektif sra&e holder meotnjtY,kan outcome/impact yang ingin dicapai oleh BNPT
pada akhir periode (Tahun 2024). Sasaran strategis pada perspektif stakeholder in
disusun berdasarkan Visi BNPT, yaitu : 'Negara dan masyarakat aman dari ancaman

maupun tindak pidana terorisme" dan berisi "Meningkatnya keamanan negara dan

masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme". Sasaran strategis ini
mempresentasikan semangat BNPT sebagai garda terdepan dalam penanggulangan

terorisme untuk menciptakan rasa aman pada negara dan masyarakat dari ancaman dan

tindak pidana terorisme.

Sasaran strategis pada perspektif customer merupakan gambaran dari output ynng
ingin dicapai oleh BNPT, sasaran strategis pada perspektif ini sekaligus merupakan

bentuk pemenuhan ekspektasi pengguna terhadap kinet'a BNPT. Sasaran strategis pada

perspektif cuslom er memiliki 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :
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a. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesta.

Sasaran strategis ini mempresentasikan keluaran dari fungsi preventifdan pre-emptif
yang dilakukan dalam rangka mengeliminasi potensi ancaman terorisme.

b. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia.

Sasaran strategis ini mempresentasikan keberhasilan dari 3 (tiga) proses utama

BMT, yaitu regulasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh

BNPT.

c. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme.

Dampak kerugian yang besar dari terorisme dapat mengakibatkan efek negatif pada

sektor ekonomi ataupun psikologi sosial masyarakat dalam skala besar. Oleh karena

itu, sasaran strategis ini disusun dengan maksud mempresentasikan peran BNPT
dalam meminimalisasi efek kerugian tindak pidana terorisme dengan fungsi
penanganan krisis dan pemulihan korban.

Perspektif internal process merupakan gambaran dari proses intemal yang harus

dilakukan oleh BNPT untuk mencapai output yang diharapkan pada perspeklif customer.

Sasaran strategis pada perspektif ini dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) proses bisnis

utama BNPT, meliputi :

a. Kebijakan, terdiri dari I (satu) sasaran strategis, yaitu tersedianya regulasi

penangulangan terorisme berbasis penelitian;

b. Kerja sama internasional, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu terselenggaranya

kerja sama intemasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral,
regional, dan multilateral serta penguatan perangkat hukum intemasional, dan

perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI)
dari ancaman terorisme di luar negeri;

c. Pencegahan, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu meningkatnya jumlah
jaringan terorisme yang berhasil diungkap dan meningkatnya kesiapsiagaan dalam

menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme;

d. Penegakan hukum, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu terkendalinya situasi

keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi dan terlindunginya apgakum dalam

menangani tindak pidana terorisme:

e. Pemulihan dan deradikalisasi, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu

meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan dan meningkatnya
jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi.

Perspektif /eam & growth merupakan aset strategis yang harus dimiliki organisasi

dalam melaksanakan proses bisnis dan mewujudkan seluruh sasaran strategis pada

perspekif proses internal. Perspektif ini pada dasamya mempunyai 3 (tiga) sasaran

strategis, yaitu : modal mantsia (human capital), modal informasi (information capital),

dan modal organisasi (organization capital). Adapun sasaran strategis pada perspektif ini
adalah terwujudnya reformasi birokasi BNPT sesuai roadmap Reformasi Birokrasi
Nasional (RBN).

ll -4 | P e r c n c 3 n a a r'r K r n e rj a
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5. Sasaran Program
Untuk mencapai sasaran strategis BNPT yang merupakan pencapaian kineq'a hasil

(outcome) dalam jangka menengah, maka dirumuskan sasaran pada tingkat progam
dengan waktu pencapaian sasaran yang lebih singkat sebagai berikut :

a. Mcningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak
pidana terorisme;

b. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia;

c. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia;

d. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme;

e. Terscdianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian;

f. Terselenggaranya kerjasama intemasional terkait penanggulangan terorisme di
tingkat bilateral, regional dan multilatcral serta penguatan perangkat hukum
intemasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri;

g. Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap;

h. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana

terorisme;

i. Terkendalinya situasi keamanaan saat tindak pidana terorisme teq'adi;
j. Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme;

k. Mcningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan;

l. Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi;
m. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai roadmap Reformasi Birokasi

Nasional (RBN).

6. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun didasarkan pada mandat yang

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
l2 Tahun 2012. BNPT berperan mendukung pemerintah dalam mewujudkan keamanan

dan ketertiban terutama dari ancaman terorisme.

Pada Tahun 2022, Badar Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki 2 (dua)

program, yaitu Program Penanggulangan Terorisme dan Dukungan Manajemen dan SDM
yang terbagi dalam 5 kegiatan. yaitu :

a. Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi;

b. Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;

c. Bidang Kerjasama Intemasional;

d. Bidang Dukungan Manajemen dan Sumber Daya Manusia;

e. Bidang Pengawasan Intemal.

Program dimaksud dilaksanakan dengan didukung anggaran melalui Bagian

Anggaran (BA.113) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.429.412.163.000,00

Setelah dilakukan beberapa kali automatic adjustment dan refocusing anggaran belanja

Kementerian/Lembaga.

ll - 5 | P e r e n c a n a a n K i n e r j a
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ti l'i'r i.rn.iirrn Kirri,r-il'l-ahun )l)Jl
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tanggal 30 Januari 2022

telah menandatangani Pedanjian Kinefa tahun 2022 dengan para pejabat Eselon I dan

Pejabat Eselon II Mandiri serta antara pejabat Eselon I dengan pejabat Eselon II
berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan masukan

dari berbagai pihak dan disesuaikan dengan kondisi terkini yang telah ditetapkan dengan

kepuhrsan Perafuran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4 Tahun 2021

tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerj aUlama Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme T afu:n 2020-2024.

Pada Awal Maret 2020 pandemi virus Covid-|9 melanda di Indonesia yang

mengakibatkan banyak sektor industri dan kesehatan masyarakat terkena dampaknya.

Pandemi Virus Covid- 19 masih berlangsung dengan frekuensi yang mulai menurun

disbanding tahun sebelumnya hingga sepanjang tahw 2022. Dalam menangani hal

tersebut, pemerintah mengalihkan sebagian anggaran yang dialokasikan pada

Kementerian/Lembaga untuk sektor yang membutuhkan penanganan segera. BNPT

termasuk salah satu dari Lembaga yang mendapatkan pemotongan anggaran dan

melaksanakan revisi DIPA dengan dasar:

1. BNPT mendapatkan automatic adjustment pertama sebesar Rp22.693.394.000,00

(Dua puluh dua miliar Enam ratus sembilan puluh tiga juta Tiga ratus sembilan puluh

empat ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-

l088llvlK.02l202l tanggal 29 November 2021 perihal Automatic Adjustment

Belanja Kementerian {Lembaga Tahun Anggaran 2022;

2. Pada bulan Juni 2022, BNPT mendapatkan tambahan automatic adjustment kedua

sebesar Rp9.289.500.000,00 (Sembilan miliar Dua ratus delapan puluh sembilan juta

Lima ratus ribu rupiah) sesuai dengafl Surat Menteri Keuangan Nomor S-

4581ll'IK.0212022 tanggal 21 Mei 2022 perihal Pcnambahan Automatic Adjustment

Belanja Kementerian {Lembaga Tahun Anggaran 2022;

3. Pada bulan September 2022, BNPT mendapatkan penambahan anggaran dalam

rangka mendukung pelaksanaan KTT G20, yang berasal dari pembukaan anggaran

automatic adjuslmenl sebesar Rp2.804.172.000,00 (Dua miliar Delapan ratus empat

juta Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan

Nomor S-302/Jv{K.2/2022 tanggal 1 September 2022 peihal Usulan Tambahan

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahtn Anggaran 2022;

4. Pada bulan Oktober 2022, BNPT mendapatkan refocusing anggaran sebesar

Rp4.142.408.000,00 (Dua miliar Seratus empat puluh dua juta Empat ratus delapan

ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-800,MK.0212022

targgal 29 September 2022 peihal Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari

Blokir Automatic Adjustment Belanja Kementerian{Lembaga Tahun Anggaran

2022;
5. Pada bulan Oktober 2022, BNPT mendapatkan penambahan anggaran unhrk belanja

modal, yang berasal dari pembukaan anggaran automatic adjustment sebesar

Rp.4.723.01 1.000,00 (Empat miliar Tujuh ratus dua puluh tiga juta Sebelas ribu

rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-399/lVtK .212022 tanggal ll

ll -61r.. ].',1'
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Oktobcr 2022 peihal Persetujuan Relaksasi Anggaran Automatic Adjustment pada

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022;

6. Pada bulan Desember 2022, BNPT melaksanakan realokasi anggaran automatic
adjustment Kementerian/Lembaga ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
(refocusing anggaran) sebesar Rp20.313.303.000,00 @ua puluh miliar Tuga ratus

tiga belas juta Tiga ratus tiga ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan
Nomor S-958/I,1K.02/2O22 tanggal2l November 2022 perihal Realokasi Anggaran
Kementerian/Lembaga T A.2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara.

Indikator Kinerja Utama BNPT merupakan indikator kinerja yang berada pada

perspekif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama BNPT dalam
penanggulangan terorisme yang tercantum dalam Perjanjian Kine{a Tahun 2022 sebagai

berikut:

Tabe1 2.1

Per〕 anり ian Kine3a BNPT Tahun 2022

N()

(l)

l.
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Penjelasan atas capaian sasaran strategis (Outcome) dan Indikator Kinerja Utama

yang tertuang dalam pe4'anjian kinerja, akan diperluas melalui penjelasan Capaian
Sasaran Strategis BNPT yang akan kami jabarkan pada Bab III tentang Akuntabilitas

Kinef a-

C. Srrsara n Strltr.gis I|\P'[
Berdasarkan PermenPPN Nomor 5 Tahun 2019, Sasaran Strategis

Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh

Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan atas hasil satu

atau beberapa progmm. Sementara itu, lndikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

menggambarkan capaian sasaran strategisnya yang secara langsung merepresentasikan

keberhasilan pencapaian strategi untuk mewujudkan Visi BNPT tahun 2024.
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Ta)●12.2

Sasamll SlLttegisiBNPT

NO.

1

■―‐―

6

2

SASARAN

Menurunnya potensi
tindak pidana terorisme di
Indonesia

INDIKATOR KINERJA

Indeks pencegahan potensi tindak
pidana terorisme

TARGET
2022

38,00

0,82

3

4. Menurunnya dampak
kerugian akibat tindak
pidana terorisme

5.

Terselenggaranya kerja
sama internasional terkait
penanggul angan terorisrne
di tingkat bilateral,
regional dan rnultilateral
serta penguatan perangkat
hukum intemasional, dan
perlindungan WNI dan
BHI dari ancaman
terorisme di luar negeri

Jumlah kerugian (materiil) akibat
tindak pidana terorisme

Jumlah korban jiwa akibat tindak
pidana terorisme

Indeks judicial review regulasi
penanggulangan terorisme

Indeks pelaksanaan kerja sama
intemasional di tingkat bilateral,
regional dan multilateral

く18M‖ iar

く50 Jiwa

0,15

0,9

37

“

)

5426

Indcts Risko Ter`)■sme DirncnЫ

Pelaku

Meningkatnya keamanan
negara dan masyarakat
dari ancaman mauplm
tindak pidana terorisme

Global Terrorism Index (GTI) 4.34

Indeks penunman tindak pidana
terorisme nasional

0Menurunnya findak
pidana terorisme di
Indonesia

Tersedianya regulasi
penanggulangan temrisme
berbasis penelitim

Meniagkatnya jumlah
jaringan terorisme yang
berhasil diungkap

Jumlふ jarmgm t銀■sme yang

“

rhaSil dimよap
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(2)

E. i Meningkatnya
kesiapsiagaan
menghadapi
maupun tindak
terorisme

9 Terkendalinya situasi
keamariaan saat tindak
pidana terorisme terjadi

Terlindunginya Apgakum
dalam menangani tindak
pidana terorisme
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INDIKATOR KINERJA
TARGET
2022

3 4

Indeks kesiapsiagaan nasional 0,8

Waktu maksimum pengembalian l x 24 Jam
situasi kondusif dari tindak pirtana
terorisme

dalanl

ancaman
pidalna

0 Jumlah Apgakum yang menjadi
korban dalam menangani kasus
tindak pidana terorisme

0

Mcningkattya  jumlah
korban_tem)nsme yang
bcrhasil dipl■はan

Meningkatnya jumlah
rnasyarakat terpapar yang
berhasil dideradikali sasi

11ldeks dcradikalisasi

0 9

2

●
，
■
■

く
υ
ｏ
０
ハ
υ

Nilal RB BNPT 72

Penjelasan atas capaian sasaran strategis (Outcone) dan Indikator Kinerja Utama
yang tertuang dalam Sasaran Strategis BNPT, kami jaba*an pada Bab III tentang

Akuntabilitas Kin€rja-

11. Indeks ko貴 )an tero● sl■o
mendapakm pemuliha

yang

Terwujudnya refom:asi
birohasi BNPT se.suai

roadmap Reformasi
Birokasi Nasional (RBN)
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.4.. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BI.{PT)

dilakukan secara periodi\ dengan membandingkan antara target Indikator Kinerja Utama

(IKLD yang telah dipe{anjikan dalam Pe{anjian Kinerja Tahun 2O2l dzn, Rencana

Strategis "fahw 2O20-2024. Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam

rangka pengumpulan data kinerja dilakukan per triwulan menggunakan apl*rasi database

onlize www.simolek.bnpt.go.id. Proses perhitungan kinerja berdasarkan Peraturan BNPT
Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengukuran Manual [ndikator Kinerja Utama

BNPT Tahun 2020 - 2024, serta menilai capaian kineda dari kegiatan-kegiatan yang

mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh

para pengelola kine{a setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggrrng jawabnya.

Analisis capaian kinerja BNPT setiap Sasaran Strategis untuk setiap perspective

dilakukan untuk menjelaskan realisasi indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala

yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan

kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan BNPT. Pada tahw 2022, BNPT telah

menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator kine{a
utama sebagai berikut :

Tabe1 3.1

CapaanIKU BNPT Tahun 2022

1ndikator Kincl」 a      (lapaian Talltln 2022

[Jtan〕a       Targct  Rcalisttsi    nt

Slslu an
Nrr

Strf,t('Ers

St ak e h o I d er P e r spa ctit'e

I l\leningkatirya I

Kcamanan

Ncgara dan

\Iasl arakat

dari Ancaman

nraupull

Tindak Pidana

l'erorisme -)

Cuslomer Perspective

2 N{enunrnnl,a

Potensi Tindak

Pidana

Terorisnre di

Indonesia

3 Nlenurunnya

Tindak Pidana

Terorisme di
Indonesia

Indeks Risiko
Te rorismc

Dinrcnsi

Targct

lndeks Risiko
Terorisme
Dirnensi
Supplr' Pelaku
tikthul
Ternn i.;nt

lnlcr (GTl)

lndeks Potensi

Tildak Pidana

Tcrorisnre

"yang dapat

diecqah

Indeks

Pcnurunan

Tindak Pidana

Terorisme

Nasional

0、8       1()0

54.26

38.00

4.34

100

100

79.t)1

51.54

(｀lillllni2c)

29.48

(ヽlinil,li7c)

5.50

(Tahun

2()22)

Kctcrxn.qan

Ca paian
rnelebihi
targct.
sehingga
rnendapal
n ilai
maksimal
I 00"n

Capaian
90%
clikarena-
kan
perlunya
penyelaras-

4

0.8
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Capaian Tahun 2022

Tarsct Rcalisasi o,',.
Ketcrangan

54 N{cnumnnya

Darnpak

Kerugian

Akibat Tindak

Pidana

Terorisme

Inlcrnul Perspectivc

5 Tersedianya

Regulasi

Penanggulanga

n Terorisme
Berbasis

Penelitian

lunrlah
Kcrugian
(Materiil dan

Non Matcliil)
Akibat l'indak
Pidana

Terorisrnc

Jumlah Korban

Jiwa akibat

Tindak
Terorisme

lndeks .ludic'iul

Reria Regulasi

Penanggulang

an Terorisme

Indcks

Pclaksrnaan

Kerj.r Sanrir

Luar Negeri

121 Juta

50

Jiwa

l Jiwa

0,15 0

0.9 0.9

an dalam
penghitung
an Indeks
yanS

sedang
rneng-alami
proses
penyusunan

I00 Jurnlah
kerugian
t idak
melebihi
batas
bau ah yang
diperhitung
kan.

100 Jumlah
korban jirva
tidak
melebihi
batas
bawah yang
diperhitung
kan.

1・idak

l_cbih

dari 18

M

6

7 100

100

Dalam
perhitungan
indikator
ini,
semakin
kecil nilai
yang
diperoleh
berani
semakin
baik.

6 Tcrsclcnggalan

ya Kcrja Sarna

Intemasionai

tcrkait

Penanggulang-

an Terorisme di
Tingkat
Ililatcral.
llcgional. dan

l\Iultilateral
sc11a

Pcnguatan

Pcrangkat
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No
Sasaran

Stratr:gis

Hukrrt't't

Intcmasional

dan

l'crlindungan
\\'NI dan Bftl
dari Ancaman

I'crorisrnc di

Luar Ncgeri

Meningkatnya
Jumlah

Jaringan

Tcrorisme
yang Berhasil

Diungkap

Nlcningkatnya

Kcsiapsiagaan

da lanr

Mcnghadapi

Ancaman

rnaupun

Tindak Pidana
-l'crorisrnc

Terkendalinya

Situasi

Keamanan saat

Tindak Pidana

Terorisme

Terjadi

Indikator- Kinerja

Utama

Capaian Tahun 2022

Targct Realisasi 9';
K t-tcrlngu n

97

l0 lndcks

Kcsiapan

Allarat
Pemcrintah

ll

Jumlah

Janngan

Terorisme

yang Berhasil
Diungkap

Waklu

Maksimum
Pengembalian

Situasi

Kondusif dari
Tindak Pidana

Terorisme

Junrlah

Apgrkurn vang

Mcnjadi

Korban dalam

Mcnangani

Kasus Tindak

Pitlana

Tcrorisme

Indeks Korban
Terorisme
yang

Mendapatkan

Pernulihan

Indcks

Dcradikalisasi

0.8 0.8 t00

0

l x24    1 x 24     100

3 5

0

100

I00

100

8

9

l0 Tcrlindunqinva l2
,\pgakunr
dalanr

l\'lcnangani

Tindak Pidana

Terorisnrc

I I Meningkatnya I3
.lumlah Korban
Terorisme
yang Berhasil

Dipulihkan
l2 N4cningkatnva l4

.lrrmlah

0,9 oa

0.85 0.8-s 100
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Slisitrln

S t rrrt eqis

\ I lsr.u lLrt
I trplipsl 13ng

I )('rirasil

l).'rudikali-.asi

Indikrtrrl K incrjrr

I tanlr

( lirtiln .frhLrn 
1{)11

firrr.:c1 Iicalisasi
Kclcr xn i:irr

Lunt anl Growth Perspeclivt

l3 l'rnr Lijudnlt 15 Nilai
Ilclirnnusi FIN I'f
Ilirok lasi

I:|\ P'l- sc\uai

l{udnru1t

Rt'lirlnrasi

IJ rlokll:i
\lrs ionll
r ItliN r

Rl,
'2

(、 7.2`    93.41

a

B. .\nalisis Cap:rian Indikator Kinerja f:tarna
l. Stakeholder Perspective

Stakeholder perspecttve menunjukkan outcome/impact yang ingin dicapai oleh

BNPT pada akhir periode Rensffa. Sasaran strategis pada perspektif ini adalah

meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana

terorisme. Sasaran shategis tersebut disusun berdasarkan visi BNPT. Sasaran strategis ini
diartikan bahwa selama 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan
BNPT harus bemuara untuk menjamin keamanan negara dan masyarakat dari ancaman

maupun tindak pidana terorisme.

Sasaran Strategis 1 (SS1. Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat
dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis I 'Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari
Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme", memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja
Utama (lKU), yaitu Indeks Risiko Terorisme dan Global Terrorism lndex (GTI).

Sasaran strategis pada perspecrive ini mempresentasikan semangat BNPT

sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme untuk menciptakan rasa

aman pada negara dan masyarakat dari ancaman dan tindak pidana terorisme.

IKU 1 : Indeks Risiko Terorisme

Tabe1 3.2

1ndcks Risiko・ reroris■le′rahun 2022

Sasarln Strategis
")leningkatnla Kearnanan \egarir dan Ntasvarakat dari Ancanran \l:rupun

T'indak I'idana'l'rrorisnre"

lll -4laliiniabil t3s Krn.rjr
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IKU-1

1ndeks Risiko Terorisme(1)i:nensi Target)
‐
I｀aht:n2022 Rcnstra 2020-2()24

Target Realisasi
(minimize)

Targct

2024

% % terhadap Target

Renstra

54.26      51,54 10()|■ 54,00 1()0

Indeks Risiko Terorisme (Dimensi .Sapply Pelaku)

38,00     29,48 100●。 37,80 l()0

Indeks Risiko T"oHsme(RT)松 hun 2022 berada dibawn target yang
ditetapkan RPJMN"′″渤′zり.Hal ini menmJ■bl bahwa target RPJMN telah

tercapai dan teriampaui.Indeks Dinlensi Target nlencapai 51,54 pada skda O‐ 100,

lcb■ rmdah dan yang dtctapkm RPJMN yaitu 54,26.Indeks Dimcnsi Supply

Pelaku menc"ai 29,48 pada sk」 aO-100,1め ih relldah dai yang ditetapkan RPJMN

yaitu 38,00.

Gambar 3.1. Survei Risiko Teronsme

爾me■●e SuⅣei Rsib■em‖sm● (鋼呻 Tahu● Aurに,2022
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uIPonn Hasil
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Gambar 3.2.Tilneline Swel:Risiko Teronsme

‖|‐ 51Akuntabilitas Klneria

Survei Risiko Terorisme (SRT) Tahun Anggaran 2022

Urgensi SRT Tuiuan SRT Metodologi SRI Output SRT

Amanah RPrMN lahun 2O2O

2024 bidan8 Polhulhantanr

"Penguatan Xeamanan
Dalam Negeri" mel.lui
penin6tatan p€n(etahan,

d€radilaltasi tiodak pid.na

l- Menguku. rndeks Risiko
I€rorirme (rarret).

2. Menguku. lndeks Ritiko
Tero'i,me lPel.tu).

l. M€nyurun rekomend.ri
upaya dan lanS*ah

lanEkah penur0nan IRI

l. Pend€tatan rie€t

z. PenSumpulan data
melaktiwawan.ara

3. ,umlah sampel22./
Kab/(ot; di l4 Provinsi

4 Motgio ol Er.ot 5%

DokurFlen SRI tahun

2022

Rekorilendasi

berdasarkan SRI tahun

2022
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Tercapainya nilai IRT tahun 2022 merupakan gambaran dari efeltifrrya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang Undang

Nomor I Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang dalam pencegahan, penindakan dan kerjasama di bidang
penanggulangan terorisme. lndeks Potensi Radikalisme Tahun 2022 yang melibatkan
14.300 responden masyarakat umum dan dilaksanakan di 34 Provinsi dengan uraian

sebagai b€rikut:

Gambar 3.2. Lokasi Survei Risiko Teronsme

Konsep pengukuran Indeks fusiko Terorisme dihitung melalui Dimensi Sapply

Pelaku dan Dimensi Target:

l. Dimensi Supply Pelaku

Memiliki tekad bulat berdasarkan ideologi teftentu untuk melakukan

serangan;

2. Dimensi Target

Sesuatu yang dalam logika teroris perlu dan dapat diserang.

Tabe1 3.3

Konscp Pengumlmn Dlmmsi S″ Pン Pelaku

Paparan Tcrhadap Keberadaan Kelonrpok Radikal: Aksi Radikalisnre:

Kcbcradaan Pclaku Terorisme (napi tian eks napi;ldcologi Radikal

，

一

Pendorong
Radikalismc

Sclarah Konflik; Kcberadaan Kelonrpok Fauatis

Ncgatit: Disparitas Wilayah (Gnri Rarlo. pengangguran

& kerniskinan)l Akses TI: IIP dan inrernct: Akscs pada

sunrber scnjata

lll -5lA k u n t a b ilit a s Krner j;r

Jumlah Sampe:(Kab′Kota)Yang Diteliti

pROVIN9
A

,OMLAH
●ROVINSI

lυMい
"●3′КOTA

IndikatorNo Sub-Dirnensi
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Pengu rang
Iladikalismc

Kcbcladaan ()rganisasi Kr'lonrpok Anti Rudikal: Aksi
-l I Ant

|

|

i Rtldikal

Tabel 3.4

Konsep Pengukuran Dimensi Target

IndikatorNo Sub‐ Dimcnsi

1

Kerentanan'I'arget

Dal a 'l'arik Target

Kapasiras [)etcksi Dini: Kapasiras Rrspon Terhadap

Scnrlt g lt tt

Kcbcradaan Obyek Vital; l(iwa1'at Scrangarr: I'otensi

Danrpak likonorni; Potcnsi I)arnpnk lhlitik: I'otensi

Darrrpak Korban Jirva

Kcberhasilan tercapainya IRT tetap perlu mendapat perhatian untuk
mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari survei yang dilakukan melihat

dikarenakan potensi faktor-faktor pendorong radikalisme yang ada di Indonesia.

Indeks fusiko Terorisme (IRT) tahun 2O22 berada dibawah target yang ditetapkan

RPJMN. Hal ini menunjukkan bahwa target RPJMN telah tercapai dan terlampaui

(over prestasi\, yang berarti risiko terorisme di Indonesia semakin rendah.

ETarget RPJMN 2022 ERealisasi 2022

54.26
5■.54

38.OO
29.48

Dimensi fatget2022 Dimensi Pelaku 2022

Gambar 3.3. Capaian Indek Risiko Terorisme dibandingkan RPJMN

IKU 2: Global Terrorism Index (GT|
Global Terrorism Index (GTI) merupakan metode unnrk mengukur dampak yang

ditimbulkan oleh aktivitas terorisme di suatu negara. Pengukuran dilakukan dengan

memberi skor terhadap masing-masing negara dari skala 0 sampai 10. Nilai 0

menunjukkan tidak ada dampak aktivitas terorisme, hingga 10 menunjukkan dampak

terbesar terorisme. Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu negara, berarti semakin

lll-7|Ik ":.rr) t..' r.r-.' ,.r
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besar dampak yang dirasakan. Dalam perhitungan indikator ini, semakin kecil nilai
yang diperoleh artinya semakin baik (semakin kecil dampak dari tindakan terorisme).

Pada Tahun 2O22, target ndikalor ini ditetapkan dengan nilai 4.34, yang adnya jika
tercapai maka memperoleh nlai 100 persen dari pencapaiannya.

Tabel 3.5

Global Terrorism Index (GTI) Indonesia

Sasara n Strategis

"Nleningkatnl a Keamanan Ncgara dnn I\lasl arakat dari .\ncanran Nfaupun
Tindak Pidana Terorisme"

IKU‐ 2

ε′ィルα′
=′
″″″Fs″′ル,″α r“7)

‐
ralltln 2()22 Rcnstra 2020-2024

Target Realisasi

(minimi:e)

°
も Targct

2024
-96 terhadap Targct

Rcnstra

4.R4 5.50 7ド _911)1) 4.24 770。

Pertrandingan Dengan Realisasi 2020 & 2021
´
rahun 2020 Tahun 202!

4.54 4.629 982マ ) 4.44 5.50 8().7'そ

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU-2, nilai Global Tenorism Index
(GTI) adalah 5.50 atau telah mencapai 78,9I% dari target Tahun 2O22 yang telah

ditetapkan sebesar 4.34. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra

BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 4.24, capaian Tahun 2022 padalKU-2 meracapai 77Yo.

IKU ini diukur melalui perbandingan antara nilai Global Tenoism Index (GTI)

Indonesia pada Tahrn 2022 dengan target yang telah ditentukan di dalam Perjanjian

Kinerja. Pada Tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke 24 dengan nilai 5,500.

Meskipun tidak mencapai target 100%, BNPT terus berupaya melakukan

p€ncegahan tindak pidana terorisme dengan melakukan langkah antisipasi secara

terus menerus yang dilandasi prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip

kehati-hatian. Pencegahan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:

l) Kesiapsiagaannasional

Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat,

peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana

prasarana, pengernbangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan

paham radikal terorisme.

2) Konha radikalisasi

Kontra radikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui
kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.

3) Deradikalisasi

Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana,

mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok orang yang sudah

lll -8lA k ir n t.: b ilit a s (inerla
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terpapar paham radikal terorisme. Deradikalisasi terhadap orang diberikan
melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan

reintegrasi sosial. Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang dapat

dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan

keagamaan, dan kewirausahaan.

2. CustomerPerspective

Sasaran strategis pada customer perspective merupakan gambaran dan output yang
ingin dicapai oleh BNPT. Selain itu, sasaran strategis pada perspektif ini sekaligus

merupakan bentuk pemenuhan ekspektasi pengguna terhadap kineq'a BNPT.

a. Sasaran Strategis 2 (SS2. Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di
Indonesia)

Sasaran Strategis 2 "Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di
lndonesia", memiliki I (satu) IKU, yaitu Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana

Terorismc.Sasaran strategis ini merepresentasikan keluaran dari fungsi prevcntifdan
pre-emptifyang dilakukan dalam rangka mengeliminasi potensi ancaman terorisme.
IKU 3 : Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan

kejahatan serius yang mcmbahayakan ideologi negara, keamanan negara, kcdaulatan

negara, nilai kcmanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan

luas scrta memiliki tujuan tertentu, sehingga pemberantasannya perlu dilakukan

secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, terorisme diartikan sebagai perbuatan

yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana

teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat

massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang

strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif
ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah potensi tindak pidana terorisme

yang dapat dicegah oleh BNPT. [ndikator ini merepresentasikan keluaran dari fungsi

preventif dan pre-emptif yang dilakukan oleh BNPT dalam rangka mengeliminasi
potensi ancaman terorisme. Potensi tindak pidana terorisme adalah faktor-faktor
yang memberikan peluang atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana

terorisme di Indonesia. Potensi tindak pidana terorisme dapat berasal dari 6 (enam)

aspek, yaitu: keamanan, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, lingkungan, dan

legal/hukum.

Dalam memenuhi indikator ini, BNPT terus berupaya untuk memberikan

pemahaman dan informasi yang komprehensif kepada masyarakat luas mengenai

bahaya paham radikal terorisme dengan terus memupuk rasa nasionalisme dan

mengingatkan kembali akan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu

Bhinneka Tunggal lka. Harapan BNPT dengan memberikan pengetahuan dan
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informasi tentang bahaya paham radikal terorisme yang komperehensif, masyarakat
akan memiliki kemampuan untuk menyaring dan memilah paham-paham yang tidak
sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhimya akan memiliki
kemampuan untuk menangkal dan ikut memberikan pengaruh terhadap lingkungan
sekitarnya terhadap ancaman bahaya paham radikal terorisme.

Tabel 3.6

Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme

Sasaran Strategis

"Nlenurunnya Potensi Tindak Pidana Tc'rorisme di lndoncsia"

IKU-3 Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme
Tahun 2022 Rcnstra l0l0-201J
Target Rc'alisasi qi' Targl't 9./o terhadap

(ntaximi:e ) 2024 Rcnstra

0.8 0.8 l00un 0.1t.+ 95.1,,r,

Perbandingan Realisasi dengan 2020 & 2021
R.'alisasi l0l0 Rea lisasi 20ll

Target

0,7 0 7 100。ゎ 0.75 0.73 97.3'()

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi IKU-3 Indeks Pencegahan Potensi

Tindak Pidana Terorisme adalah 0.8 atau telah mencapai 100% dari target Tahun

2022 yang telah ditetapkan sebesar 0.8. Sedangkan apabila dibandingkan dengan

target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaiw 0.84, capaian Tahun 2022 padalKU-3
mencapai 95.2Yo.

IKU-3 lndeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme diukur melalui
perbandingan antara jumlah potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah

dengan total potensi tindak pidana terorisme. Pada Tahun 2022, BNPT telah berhasil

mencegah 9 potensi tindak pidana terorisme dari I I potensi tindak pidana terorisme

yang ada di [ndonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, terdapat ll potensi tindak
pidana terorisme di Indonesia, yaitu:

1) Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau

ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap

orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara

merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau

mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vitai yang strategis,

lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

2) Pasal 7, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau

ancaman kekerasan bemraksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut

terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal

dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda

orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-
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objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau

fasilitas intemasional;

3) Pasal 8, dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang

sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

4) Pasal 9, setiap orang yang secara mclawan hukum memasukkan ke Indonesia,

membuat, menerima, mencoba mernperoleh, menyerahkan atau mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

mempergunakan, atau mengeluarkan ke dar/atau dari Indonesia sesuatu senjata

api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang

berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;

5) Pasal 10 dan 10A, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata

kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau

komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap

orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan

terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-
hak orang, atau tedadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang

sffategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas intemasional;

6) Pasal 11, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan

dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan

sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme;

7) Pasal 12, l2A, dan 12 B, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau

mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut

diketahuinya akan digunakan sebagian atau seltruhnya untuk melalnrkan

tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan,

menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata

biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponenaya yan'g

mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau

menimbulkan kerusakan harta benda;

8) Pasal 13 dan 13A, setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau

kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme;

9) Pasal 14, setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk
melakukan tindak pidana terorisme;

10) Pasal 15, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan,

percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

11) Pasal 16, setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang

memberikan bantuan, kernudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya
tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku

tindak pidana.

Adapun 9 potensi tindak pidana terorisme yang dicapai BNPT di Tahun 2022

terdiri dari :
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l) Pasal 6, Pencegahan pasal 6 dilakukan dengan kegiatan Direktorat Pencegahan

oleh 3 subdirektorat: subdirektorat Pengawasan, subdirektorat Kontra

Propaganda, dan subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat;

2) Pasal 8, pencegahan pasal 8 dilakukan melalui kegiatan intelijen pencegahan

paham radikal tcrorisme dan paham ISIS dengan cara melakukan penggalangan

terhadap tokoh/perorangan dan organisasi/kelompok;

3) Pasal 9, pencegahan pasal 9 dilakukan melalui kegiatan pengawasan ancaman

terorisme di wilayah perbatasan;

4) Pasal 10, pencegahan pasal l0 dilakukan melalui kegiatan pengawasan ancaman

terorismc di wilayah perbatasan;

5) Pasal l2A, pencegahan pasal 12A dilakukan melalui kegiatan intelijen
pcnccgahan paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism
(CCT), operasi kontra ideologi, operasional Pusat Media Damai (PMD),

pcmbuatan serta operasionalisasi website Islam moderat, dan operasi

pengelolaan manajemen sistem informasi dalam strategi pencegahan terorisme;

6) Pasal l28, pencegahan pasal 12B dilalrukan melalui kegiatan intelijen

pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cybcr Counter Terrorism
(CCT), operasi kontra ideologi, operasional Pusat Media Damai (PMD),
pcmbuatan scrta operasionalisasi website Islam moderat, dan operasi

pengelolaan manajemen sistem informasi dalam strategi pencegahan terorisme;

7) Pasal 13, pencegahan pasal l3 dilakukan melalui kegiatan intelijen pencegahan

paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Tcnorism (CCT),

opcrasi kontra ideologi, operasi pengelolaan manajcmen sistem informasi dalam

strategi pencegahan terorisme, dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme

(FKPr);
8) Pasal l3.A, penccgahan pasal 12B dilakukan melalui kegiatan intclijcn

pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism
(CCT), operasi kontra ideologi, operasi pengelolaan manajemen sistem

informasi dalam strategi pencegahan terorisme, dan Forum Koordinasi

Pencegahan Terorisme (FKPT);
9) Pasal 14, pencegahan pasal l2B melalui kegiatan intelijen pencegahan paham

radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism (CCT), operasi

kontra ideologi, operasi pengelolaan manajemen sistem informasi dalam strategi

pencegahan terorisme, dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

Upaya yang dilakukan oleh BNPT selama Tahun 2022 melalui untuk
mendukung indikator ini melalui Direktorat Pencegahan telah melaksanakan

kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang

telah ditetapkan.

b. Sasaran Strategis 3 (SS3. Menurunnya Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme
di lndonesia)

Sasaran Strategis 3 "Menurunnya Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme di

Indonesia", memiliki I (satu) IKU, yaitu Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme
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Nasional. Sasaran strategis ini merepresentasikan keberhasilan dari 3 (tiga) proses

utama BNPT, yaitu regulasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh

BNPT.

Itr(U 4 : Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tindak pidana terorisme

adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Capaian

indikator ini terpresentasi dari hasil indeks penurunan tindak pidana terorisme

nasional. Indeks penurunan tindak pidana terorisme mempresentasikan tren

penurunan terjadinya tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia tahun berjalan

terhadap tahun sebelumnya.

Tabel3.7
lndeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional

Sasaran Strategis

" lenurunnva Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia"

IKU-4
lndeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional

Tahun2022 Renstra 2020-2024

Target Realisasi y. Target 9.zo terhadap

(minimize) 2024 Renstra

0. I 0.ll 909 i, 0. I 80-n ;,

Perbandingan Dengan Realisasi 2020 dan 2021

2020 2021

Targct

0,1 0,3 80't 0 0,3 80%

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU-4 Indeks Penunman Tindak

Pidana Terorisme Nasional adalah 0.32 atau telah mencapai 90%o dari target Tahun

2022 yang telah ditetapkan sebesar 0.1. Sedangkan apabila dibandingkan dengan

target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yait:u 0.32, capaian Tahun 2022 padalKU-4
mencapai 90%. Capaian ini dikarenakan perlunya penyelarasan dalam penghitungan

Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional yang sedang mengalami proses

penyusunan.

Indikator indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional diukur melalui
perbandingan antara selisih tindak pidana terorisme yang terjadi pada tahun bedalan

dan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan tindak pidana terorisme yang teq'adi

pada tahun be{alan. Adanya penurunan tindak pidana terorisme nasional sendiri

dapat dilihat dari data penangkapan tersangka tindak pidana terorisme selama Tahun

2021 dan 2022 pada tabel di bawah ini.
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Tabc1 3.8

Data Penangkapan′「 indak Pidana Terorisnle
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Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2022 te4adi penurunan tindak pidana

terorisme dengan presentase penurunan 25% dan tahun 2021 ke 2022. Pada tahun

2020 ke 2021 terhadap kenaikan jumlah tindak pidana terorisme dan hal ini tidak

disebabkan oleh faktor internal BNPT, karena BNPT merupakan lembaga

koordinator yang melaksanakan tugas fungsi mcngkoordinasikan aparat penegak

hukum dan instansi terkait lainnya sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan

dengan efektifdan maksimal sehingga tidak dapat mempengaruhi penegakan hukum
tindak pidana terorisme secara mutlak.

Adapun faktor kcberhasilan yang menyebabkan penurunan jumlah tindak pidana

terorismc sebanyak 25o/o pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

l) Pcncrapan Kcbijakan Soft-Approach selain Preemtive Strike, yakni berupa
pencegahan melalui aksi konEa narasi, kontra idelogi dan kontra propaganda

baik sccara langsung pada scminar yang bersifat nasional juga melalui online
dengan memanfaatkan media sosial;

2) Penerapan stratcgi penthahelix yakni pencegahan paham radikal tcrorisme

dcngan melibatkan unsur instansi pemerintah (baik pusat dan di daerah),

masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan civil
society), akademisi (pada universitas maupun badan riset), media (elektonik,

platform social media dan media tertulis) dan dunia usaha (baik BUMN, BUMD
dan swasta);

3) Peningkatan pola koordinasi dan kerjasama antar aparat penegak hukum yang

lebih cepat dan efektifdalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan

isu radikal terorisme sehingga dengan segera diperoleh strategi penanganan yang

tepat;

4) Optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan informasi, orang, barang, bahan

peledak, aliran dana, amunisi, senjata api dan wilayah perbatasan dalam

pencegahan terorisme;

5) Penyiapan aplikasi SINGA dalam rangka menyediakan data informan dan data

hasil profiling;
6) Pemantauan berkala (bulanan) terhadap informan;

7) Optimalnya pelaksanaan kegiatan kontra propaganda;
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8) Masifnya penggalangan (dilaksanakan sepanjang tahw 2022) melalui intelijen
pencegahan di 5 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi

Tengah dan Nusa Tenggara Barat);

9) Optimalnya Cyber Counter Terorisme (CCT) pada situs dan/atau akun yang

berpotensi radikal;

l0) Penyebaran konten kontra propaganda, melalui publikasi tulisan/artikel,

infografrs, optimalisasi media sosial;

I l) Pembentukan Duta Damai Dunia Maya di Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi

Tengah, Papua, dan Papua Barat;

12) Regenerasi Duta Dalam Dunia Maya melalui asistensi bidang penulisan yang

bertujuan untuk menyiapkan generasi muda;

13) Silaturahmi, dialog kebangsaan, FGD dan workshop dalam rangka pencegahan

paham radikal terorisme;

14) Pengembangan jaringan kontra narasi bersama gugus tugas pemuka agama,

influencer dan entrepreuner serta sindikasi media islam;

15) Masifnya keterlibatan masyarakat dalam Forum Koordinasi Pencegahan

Terorisme (FKPT) di 34 Provinsi antara lain: Aceh, Bali, Babel, Banten,

Bengkulu, Riau, Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jabar, Jateng,

Jatim, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kepri, Lampung, Maluku,
Malut, NTT, NTB, Papua, Papua Barat. Sulbar, sulteng, Sulut, Sulsel, Sultra,

Sumbar, Sumsel, Sumut. Kegiatan FKPT meliputi: Internalisasi Nilai-Nilai
Agama, Sosial, Ekonomi dan Budaya; Pelibatan pemuda dalam pencegahan

radikalisme dan terorisme dengan Pinrtur Kebangsaan "Ekspresi Indonesia

Muda"; Monitoring pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme; dan

Survei Indeks Potensi Radikalisme.

l[1111“ l

20211

2021

2()22

Tabe1 3.9

Data Penanganan Tindak Pidana Teronslne
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Berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana terorismc di tahap

penyidikan dan persidangan, terdapat kenaikan jumlah perkara. Hal ini tidak lepas

dari usaha yang dilalrukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan cara

berkolaborasi dan berkoordinasi bersama-sama dengan Aparat Penegak Hukum dan

stakeholder terkait guna mewujudkan penegakan hukum tindak pidana terorisme

be{alan dengan maksimal. Bentuk koordinasi dan kolaborasi antara Direktorat

Penegakan Hukum dengan Aparat Penegak Hukum dan stakeholder terkait,

terepresentasi dengan kegiatan yang dilaksanakan berikut:
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Tabel 3.10

Kegiatan Dalam Rangka Penurunan Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme

No Nanra Ke-ciatan Pclaksana

4

Koordinasi penanganan pcrkara tindak
pidana terorisme dengan Lcmbaga
Tingkat Pusat

Koordinasi pcnanganan pelkara tindak
pidana terorisnlc dengan l-crnbaga
Tingkat Daerah
FGD dalam rangka anaiisis dan
identifikasi tcrkait pr'negakan hukum
tindak pidana terorisme
FGD dalanr rangka cr.rluasi dan
pelaporan tcrkait pcncllktn hukurrr
tindak pidana lcrorisrnc

Sub Direktorat Hubungan
Antar Lcnrbaga Aparat
Penegak Hukum

Sub Dircktorat [ [ubungarr
Antar l-cmbaga Apalat
Pencgak i Iukurn
Sub Direktorat Analisis dan
Evaluasi

Suh Dircktorat .\nalisis dan

Er aluasi

c.

Sepanjang Tahl.:n 2022 tidak ada korban Aparat Penegak Hukum yang

menangani perkara tindak pidana terorisme. Namun sepanjang tahw 2022 terdapat

beberapa isu mengenai terorisme yang terjadi di Indonesia yang menyita perhatian

publik, antara lain:

l) Khilafatul Muslimin
Organisasi pimpinan Abdul Qadir Baraja yang diketahui memiliki hubungan

dengan kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MII) dan Jamaah Islamiyah (JI)
yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara dengan ideologi yang mereka

yakini benar;

2) Penerobosan ke Istana Presiden

Penerobosan ini dilalrukan oleh seorang perempum dengan menggunakan

senjata api;

3) Perkara Munamran

Pemeriksaan perkara di pengadilan hingga vonis atas Munarman terlaksana di
tahw 2O22. Seperti yang diketahui bersama ybs diduga menggerakkan orang

lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat unnrk

melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang

tindak pidana terorisme;

4) Bom Astana Anyar Bandung

Peristiwa penyerangan Polsek Astana Karanganyar dengan bom bunuh diri yang

diketahui dilalekan oleh Eks Napiter yang bebas secara mumi.

Sasaran Strategis 4 (SS4. Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak
Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis 4 "Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana

Terorisme", memiliki 2 (dua) IKU, yaitu Jumlah Kerugian (Materiil dan Non
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Materiil) Akibat Tindak Pidana Terorismc dan Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak

Terorisme.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada pasal 43B
ayat 4, tpaya kesiapsiagaan nasional dilaksanakan melalui peningkatan sarana dan

prasarana sebagai bentuk upaya meminimalisir dampak kerugian akibat aksi tindak
pidana tcrorisme. Lebih lanjut, amanat pclindungan sarana dan prasarana dari tindak
pidana terorisme diterjemahkan di dalam Perahran Pemerintah Nomor 77 Tahun

2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat pada pasal 13, dimana

upaya pelindungan tersebut dilalorkan tcrhadap objek vital yang strategis dan fasilitas
publik melalui perumusan pedoman yang memuat standar minimum pengamanan,

kiteria dan parameter, dan evaluasi. Disamping itu, pada pasal i4 dijelaskan bahwa

upaya kesiapsiagaan nasional dalam rangka pelindungan sarana dan prasarana

dilaksanakan melalui pengembangan dan penyelenggaraan sistem keamanan

intemal. Amanat kedua peraturan perundang-undangan tersebut kemudian

diterjemahkan dengan lebih teknis didalam Peraturan Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan

Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan

Tcrorisme yang mencakup : l) pengclolaan risiko tindak pidana terorismc; 2)
perencanaan pengamanan; 3) pola pengamanan sarana prasarana; 4) rencana

mcrcspon situasi darurat; dan 5) evaluasi.

Sedangkan pada pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyatakan

bahwa korban adalah tanggung jawab negara dan berhak mendapatkan kompensasi.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemberian kompensasi terhadap korban tindak
pidana terorisme sebagai wujud pelindungan segenap warga neg ra dari dampak

tindak pidana terorisme diatur di dalam Perahran Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 201 8 tentang

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban pada pasal

I 8, dimana pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban

diberikan dengan mempertimbangkan besaran kerugian materil dan kerugian non

materil.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, BNPT berkewaj iban

untuk menyusun kebijakan, menetapkan norma dan panduan, serta melakukan

evaluasi implementasi kebijakan pelindungan warga negara serta sarana dan

prasarana dari ancaman tindak pidana terorisme. Unnrk mengukur efektivitas
pelaksanaan tugas fungsi tersebut, maka BNPT menetapkan sasaran strategis

"Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tlndak Pidana Terorisme" sebagai

perwujudan atas mandat yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-

undangan melalui fungsi pembinaan kesiapsiagaan nasional, manajemen penanganan

krisis, dan pemulihan korban. Disamping itu, dalam menetapkan besaran kerugian
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yang diakibatkan oleh tindak pidana terorisme, BNPT menjalin kemitraan dengan

berbagai pihak antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta

Kementerian Keuangan selaku bendahara negara. Besaran kompensasi yang akan

diberikan negara kepada korban terorisme ditetapkan melalui Standar Biaya
Masukan Lainnya yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-

775/\nK.0212020 tanggal 06 September 2020 perihal Sahran Biaya Masukan Lainnya
Perhitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme. Adapun

besaran perhitungan kerugian materil dan non materil sesuai dengan swat Menteri
Keuangan perihal pemberian kompensasi dan santunan kepada korban tindak pidana

terorisme adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1I
Standar Biaya Masukan Lainnya

Perhitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme

Kond isi Korban

[-Lrka Ringarr

Luka Sedang

LLikn Berat

N,teninggal Dunia

Klrusus korban rncnin{gill
dr.inia dihcrikan slntunan

[.tttrtpetlslt'r i

Nonヽ laterill

75.000.()00

115.000.000

21().()00.0()()

250.()00000

15.0()0.000

IUateril
Ililarrg atilu

rusaknya Iur-ta

bcnda scsLrai

bc'nttrk riil

I I ilarrgnya penghasilarr

atau pcntlapatan I UN{l{

tcllinggi di I ndoncsia

dikalikan lanranvl

korban tidak bekefiu

dcrrran batls maksirnul

l-1 hulln )

IKU 5 : Jumlah Kerugian (Materiil dan Non Materiil) Akibat Tindak Pidana
Terorisme

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui besaran kerugian materiil dan non

materiil akibat kejadian aksi terorisme. Kerugian materil didefinisikan sebagai

kerugian yang secara nyata diderita oleh korban yang diakibatkan oleh aksi

terorisme. Sedangkan kerugian non materiil diartikan sebagai kerugian atas manfaat

yang mungkin dapat diterima oleh korban apabila yang bersangkutan tidak menjadi

korban tindak pidana terorisme. Dampak dari setiap aksi terorisme tentunya dapat

memunculkan efek negatif pada berbagai sektor khususnya kerugian ekonomi
(materil) ataupun psikologi sosial (non materiil) masyarakat dalam skala besar.

Tabc1 3.12

Jumlah Kcrugian(Matenil dan Non M江 ol■)Akibtt Tindak Pidana Tcr()nsmc

Sasaran Stratcgis
"lfenurunnl a Danrpak Kcrugian Akibat 'l'indak Pidana 'fcrorismc"

IKU‐5

Junllah Kerugian(Matcrill dan Non Materiil)Akibat Tindak Pidana Tcrorisnlc
‐
rahun 2022 Rcnstra 2()2()-2024
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Pada tahtn 2022 teridentifikasi kerugian materil akibat dari kejadian bom bunuh

diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 7 Desember 2022

yang mengakibatkan kerugian (materill) sebesar Rp. 121.430.000,- dengan korban

luka-luka sebanyak 10 orang dan 1 orang meninggal dunia. Berdasarkan dengan tabel

IKSS5 dengan kerugian temebut, memiliki capaian 100% dari target capaian

kerugian sebesar 18 Milyar. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra

BNPT Tahun 2020-2024 yaitu tidak melebihi 1 6 Milyar, maka capaian T ahtr 2022

pada IKSS4 mencapai 100%.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

tahtn 2020-2024 Direktorat Perlindungan melalui Sub Direktorat Pengamanan

Objek Vital dan Transportasi dan Subdirektorat Pengamanan Lingkungan

mengemban IKSS5 untuk menurunkan dampak kerugian materill akibat tindak
pidana terorisme. Adapun upaya yang telah dilahrkan untuk mendukung tercapainya

indikator tersebut yaitu dengan dilaksanakanya kegiatan Sosialiasasi Peraturan

BNPT Nomor 3 Tahun 2020, Asistensi dan audiensi pada lokasi sebagai berikut:

l) PT Kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai

2) PT Kilang Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang

3) PT Kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap

4) PT Kilarg Pertamina Refinery Unit V Balikpapan

5) PT Kilang Pertamina Refinery Unit VI Balongan

6) PT Kilang Pertamina Refinery Unit VII Kasim, Sorong Papua

7) PT PLN (Persero) UIP3BS Pekanbaru

8) PT MRT Jakarta

9) PLTU Bamr Makasar

10) PT PLN PLTMG Ambon Peaker

1 1 ) Bandara Internasional Soekarno-Hatta

1 2) Bandara Intemasional Kualanamu

l3) Bandara Intemasional Sultan Iskandar Muda

14) Bandara Internasional TJQ Pandan

l5) Pelabuan Boom Baru Palembang

l6) Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
17) Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto

l8) Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat

l9) Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

20) The Stones Hotel Bali
21) The Apurva Kempinski Bali
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22) Garuda Wisnu Kencana Bali
23) Tahura Ngurah Rai

24) Pertamina Mandalika Sirkuit NTB
25) Jakarta E-Prix Circuit Ancol Jakarta

26) Sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 pada pengelola hotel di Bali

IKU 6 : Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak Terorisme
Korban tindak pidana terorisme yang selanjutnya disebut korban adalah

seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme. Korban dibedakan menjadi dua,

yaitu korban langsung dan korban tidak langsung. Korban tersebut ditetapkan oleh

penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian tindak pidana terorisme.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahul 2019 tentang Pencegahan

Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum,
Hakim, dan Petugas Masyarakat, BNPT melakukan pelindungan terhadap sarana dan

prasarana yang terdiri dari obyek vital yang sfategis dan fasilitas publik. Indikator
ini bertujuan untuk mengetahui jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme,

khususnya tindak pidana terorisme yang terjadi di obyek vital strategis dan fasilitas
publik. Semakin sedikit jumlah korban jiwa akibat tindak terorisme dari target yang

telah ditentukan, menunjukkan kebcrhasilan dari aparat penegak hukum dalam

menekan kejadian aksi teror.

Tabel 3.13

Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak Terorisme

S irtirrr t S tl-, {r*i\
"\ltnulunnra l)anrpak Kt'rugiln \Lihrrt.l indlk I'irlrne -l-r'r'orisnrt'"

I K ti-6
.Junrlah ]rorburr Jirrl .\kibat'l intlak Icrorisrrrt
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Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU-6 adalah sebesar I jiwa yaitu

capaian 100% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu tidak lebih dari 50

jiwa. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-

2024 yaitu tidak lebih dari 30 jiwa, capaian Tahun 2022 pada IKU-6 adalah 100%.

Indikator jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme dihitung melalui
j umlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme yang terjadi pad a tahrn 2022 yaittt,

peristiwa Bom di Polres Astana Anyar Bandung, Jawa Barat. Peristiwa bom bunuh

diri ini dilakukan oleh pelaku yang merupakan residivis kasus tindak pidana

terorisme Bom di Cicendo Bandung, Jawa Barat. Dari pengamatan pada T ahlurl. 2022
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teg'adi aksi terorisme pada lingkungan pemerintah dan lingkungan umum yang

teridentifikasi pada kegiatan identifikasi kerugian sarana dan prasarana pada

lingkungan pemerintah yaitu Polsck Astana Anyar Jl. Astana Anyar No.340,

Nyengseret, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat pad a tanggal T Desember

2022. Kerugian materiil yang dialami sebesar Rp 121.430.000,- dengan korban luka

sebanyak l0 orang dan 1 orang mcninggal dunia.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator
tercebut yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan pre-asesmen dan asesmen pada

beberapa objek vital, sarana transportasi, serta fasilitas publik, antara lain sebagai

berikut:

1) Pre-asesmen Standar Minimum Pengamanan sesuai Peraturan BNPT Nomor 3
Tahun 2020 pada sarana dan prasarana Gelaran MotoGP Mandalik a Tahw 2022

di Pertamina Mandalika Sirkuit, NTB;
2) Pre-asesmen Standar Minimum Pengamanan sesuai Peraturan BNPT Nomor 3

Tahun 2020 pada sarana dan prasarana Gelaran Formula E Tahun 2022 di lakarta
E-Prix Circuit Arcol, DKI Jakarta;

3) Pre-asesmen Standar Minimum Pengamanan sesuai Peraturan BNPT Nomor 3

Tahun 2020 pada beberapa lokasi event G20 di Bali, yaitu Hotel Apurva
Kempinski, Tahura Ngurah Rai, dan Garuda Wisnu Kencana;

4) Pre-asesmen Standar Minimum Pengamanan sesuai Peraturan BNPT Nomor 3
Tahun 2020 pada The Stones Hotel Bali;

5) Pre-asesmen Standar Minimum Pengamanan sesuai Peraturan BNPT Nomor 3
Tahun 2020 pada lingkungan pcmerintah di Kepulauan Riau, Jawa Timur dan

Jawa Tengah;

6) Identifikasi kerugian sarana dan prasarana pasca bom di Polsek Astana Anyar

Bandung, Jawa Baratl

7) Asesmen sistem pengamanan pada PT Kilang Pertamina Refinery Unit II
Dumai, PT Kilang Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang, PT Kilang
Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, PT Kilang Pertamina Refinery Unit V
Balikpapan, PT Kilang Pertamina Refinery Unit VI Balongan, PT Kilang
Pertamina Refinery Unit VII Kasim, Sorong Papua, PT PLN (Persero) UIP3BS

Pekanbaru, PT MRT Jakarta, PLTU Bamr Makasar, PT PLN PLTMG Ambon

Peaker, Bandara Intemasional Soekamo-Hatta, Bandara Intemasional

Kualanamu, Bandara Intemasional Sultan Iskandar Muda, Bandara Intemasional

TJQ Pandan, Pelabuan Boom Baru Palembang.

3. Internal Process Perspective

Internal Process Perspecrrve merupakan gambaran dari proses intemal yang harus

dilakukan oleh BNPT untuk mencapai output yang diharapkan pada customer

perspective. Sasaran strategis pada perspektif ini dikelompokkan berdasarkan 5 (lima)
proses bisnis utama BNPT, meliputi : kebijakan, kerja sama internasional, pencegahan,

penegakan hukum, serta pemulihan dan deradikalisasi. Kelima proses bisnis tersebut
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mereprcsentasikan kegiatan BNPT dalam menjalankan fungsinya dalam rangka

penanggulangan terorisme.

a. Sasaran Strategis 5 (SS5, Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme
Berbasis Penelitian)

Sasaran Strategis 5 "Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis

Penelitian", memiliki I (satu) IKU, yaitu lndeks Judicial Reviu Regulasi

Penanggulangan Terorisme.

IKU 7 : Indeks Judicial Reviu Regulasi Penanggulangan Terorisme
Kebijakan yang baik harus memperhatikan juga aspek legal drafting yang baik,

selain aspek substansi peraturan perundang-undangan, untuk itu maka legal drafting
dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi langkah penting sebelum

disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan terorisme ini.
Saat ini regulasi utama yang dijadikan acuan Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT) adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201 8 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah regulasi yang tidak sesuai

dengan ketenhran yang berlaku, dilihat dari seberapa banyak regulasi

penanggulangan terorisme yang berhasil di judicial reviu. Judicial revia tersebut

harus berdasarkan ketentuan oleh :

I ) Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung;
2) Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi.

Semakin sedikit jnmlahjudicial reviu atas regulasi yang dikeluarkan oleh BNPT
dari target yang telah ditentukan, menunjukkan keberhasilan dalam menghasilkan

regulasi terkait penanggulangan terorisme.

Tabel 3.14

lndeks Judicial Revil Regulasi Penanggulangan Terorisme

Sas:r ra n St rxtegis
"-l rrsr:dianva Rcgulasi Pcnanggulangan'I'erorisrnc Berbasis I'cuelitian"

tKI r-7
lndeks J u tlic iul Reril Regu lasi Penan ggu lan gan -I-erorisnre

'I ahun 2022 Rcnstrl l(ll0-l0l-i
-l xrget Realisasi 'l; Target oir telhadap Target
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r) 15 0 100", 0.i I()0,,(,
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Berdasarkan tabel pada halaman sebelumnya, realisasi IKU-7 Indeks Judicial
Revia Regulasi Penanggulangan Terorisme adalah sejumlah 0 judicial reviu atau

telah mencapai 100% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan sejumlah 0.17
judicial reviu. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun

2020-2024yain0,1judicial reviu, capaian Tahun 2022 padalKU-7 mencapai 100%.

lndeks judicial reviu regulasi penanggulangan terorisme dihitung dengan cara

membandingkan antara jumlah regulasi pcnanggulangan terorisme yang berhasil di
judicial reviu dengan jumlah dokumen regulasi penanggulangan terorisme yang

dihasilkan. Sepanjang tahun 2022, regulasi tentang penanggulangan terorisme tidak
ada gugalan judicial reviu, baik di tingkat Mahkamah Konstitusi (terhadap Undang-

Undang) ataupun di tingkat Mahkamah Agung (terhadap perahran dibawah Undang-
Undang).

Pada tahun 2022 Produk hukum yang berkaitan dengan penanggulangan

terorisme yang dihasilkan sebanyak 8 (delapan) yang berupa 3 (tiga) Peraturan Badan

Nasional Penanggulangan Tcrorismc dan 5 (lima) Peraturan Kepala Badan Nasional

Pcnanggulangan Terorisme, antara lain:

l) Peraturan BNPT Nomor I Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi
Penanggulangan Terorisme;

2) Peraturan Kepala BNPT Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tugas Koordinator Dan Sub-Koordinator
Jabatan Fungsional Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan

TerorismeTerorisme;

3) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2022 ter:frang Penyelenggaraan Layanan

Informasi Publik Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

4) Peraturan Kepala BNPT Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti
Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

5) Peraturan BNPT Nomor 5 Tahtn 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja BNPT;

6) Peraoran Kepala BNPT Nomor 6 Tahw 2022 tentang Rekonsiliasi Korban

Dengan Mantan Narapidana Terorisme dalam Pencegahan dan Penanggulangan

Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme;

7) Peraturan Kepala BNPT Nomor 7 Tahtn 2022 tentang Pemantauan, Evaluasi,

dan Pelaporan Pelaksanaan Program, Anggaran, dan Kinerja di Lingkungan
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

8) Peraturan Kepala BNPT Nomor 8 Tahnn 2022 tentang Koordinasi Pencegahan

Penyalahgunaan Barang Berbahaya yang Berpotensi Digunakan Untuk Tindak
Pidana Terorisme.

Jika ditotal keseluruhan jumlah peraturan mengenai penanggulangan terorisme

sebanyak 42 (empat puluh dua) yang terdiri dari:
l) Undang-Undang, yang terdiri atas:
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a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahwr 2018 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

2) Peraturan Pemerintah, yang terdiri atas:

a) Perahrran Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak

Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Pcnyidit Penuntut Umum,
Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

3) Peraturan Presiden, yang terdiri atas:

a) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Terorismel

b) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme;

c) Peraturan Presiden Nomor ll5 Tahun 2017 tcntang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan

d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam

Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.

4) Peraturan BNPT, yang terdiri atas:

a) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia

Nomor I Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme;

b) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme;

c) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
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d) Peraruran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan di
Lingkungan Badan Nasional Pcnanggulangan Terorisme;

e) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia
Nomor PER-04/K.BNPT/I/2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
f) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme;

g) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme;

h) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia

NOMOR PER-06iK.BNPT/LI1201'7 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan

Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme;

i) Pcraturan BNPT Nomor I Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPT
Tatutn2020 - 2024;

j) Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2020 tefiang Tata Cara Pemberian dan

Pelaksanaan Pelindungan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan

Petugas Pemasyarakatan beserta Kcluarga;

k) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentzr.g Pedoman Pelindungan

Sarana dan Prasarana dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan

l) Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kemampuan

Aparatur dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;

m) Peraturan BNPT Nomor I Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan

Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana

Tindak Pidana Terorisme:

n) Perahrran BNPT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Logo BNPT;

o) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 tentatg Pedoman Pelindungan

Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;

p) Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran

Indikator Kinerja Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun

2020-2024;
q) Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi,

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang

Mengarah Pada Terorisme Tafuln 2020-2O24;

r) Peraturan BNPT Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan

Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme;

s) Peraturan BNPT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

BNPT;
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t) Pcraturan Kepala BNPT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2
Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
Bagi Pegawai di Lingkungan BNPT;

u) Peraturan BNPT Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan BNPT;
v) Peraturan Kepala BNPT Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu dalam Pencegahan

Tindak Pidana Terorisme; dan

w) Peraturan Kepala BNPT Nomor I I Tahun 2021 tentang Pengelolaan

Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri di Lingkungan BNPT;
x) Peraturan BNPT Nomor 12 Tahun 2021 tcntang Hukuman Disiplin dan

Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai BNPT;

y) Perahran BNPT Nomor I Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi
Penanggulangan Terorisme;

z) Peraturan Kepala BNPT Nomor 2 Ta}:nn 2022 tantang Uraian Fungsi

Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tugas Koordinator Dan

Sub-Koordinator Jabatan Fungsional Di Lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan TerorismeTerorisme;

aa) Perahran BNPT Nomor 3 Tahun 2022 tentatg Penyelenggaraan Layanan

Informasi Publik Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme;

bb) Peraturan Kepala BNPT Nomor 4 Tahun 2O22 tentang Tata Cara Pembcrian

Cuti Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme;

cc) Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2022 tentmg Perubahan atas Perahran

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Ke{a BNPT;

dd) Perahran Kepala BNPT Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rekonsiliasi Korban

Dengan Mantan Narapidana Terorisme dalam Pencegahan dan

Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada

Terorisme;

ee) Peraturan Kepala BNPT Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemantauan,

Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program, Anggaran, dan Kinerja di

Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

ff) Peraturan Kepala BNPT Nomor 8 Tatl.n 2022 tentang Koordinasi
Pencegahan Penyalahgunaan Barang Berbahaya yang Berpotensi

Digunakan Untuk Tindak Pidana Terorisme.

Sepanjang tafuln 2O22 Regulasi tentang Penanggulangan Terorisme tidak ada
gagatan Judicial Reviu baik di tingkat Mahkamah Konstitusi (terhadap Undang-

Undang) ataupun di tingkat Mahkamah Agung (terhadap peraturan dibawah Undang-

Undang).
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Adapun penilaian Indikator Kine{a Utama (IKU) tentang In deks Judicial Reviu
Regulasi Penanggulangan Terorisme sebagai berikut:
l) Identifikasi jumlah regulasi penanggulangan terorisme yang b ethasil dijudicial

reviu:
2) Indctifikasi jumlah dokumcn regulasi pcnanggulangan terorisme yang

dihasilkan.

b. Sasaran Strategis 6 (556. Meningkatnya Jumlah Kerja Sama Luar Negeri
terkait Penanggulangan Terorisme)

Sasaran Strategis 6 "Meningkanrya Jumlah Kcrja Sama Luar Ncgcri terkait
Penanggulangan Terorisme", memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Pelaksanaan Ke{a
Sama Intemasional di Tingkat Bilatcral, Regional dan Multilateral.

IKU 8 : Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama intcrnasional di tingkat bilatcral, regional, dan multilateral
merupakan ke{a sama yang dilakukan oleh BNPT dengan organisasi
penanggulangan terorisme atau sejenis yang dimiliki oleh negara [uar. Kerja sama

yang dimaksud dapat berupa statementlnsvlan yang diusulkan Indonesia terkait
terorismc pada forum-forum intemasional melalui partisipasi aktif dan kcsepakatan

keq'a sama dalam forum kerja sama intemasional di bidang penanggulangan

terorisme baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta rekomendasi

kebijakan yang dihasilkan.

Indikator ini menggambarkan peran Indonesia dalam penanggulangan terorisme

melalui kesepakatan ke{a sama dalam forum kerja sama intemasional di bidang

penanggulangan terorisme baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta

rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, semakin banyak BNPT

mclakukan ke{a sama dengan negara lain, maka indikator ini dapat tercapai dengan

baik.

Tabel 3.1 5

Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri
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Berdasarkan tabel di atas, rcalisasi IKU-8 Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar
Negeri adalah sebesar 0.9 atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2O22 yang
telah ditetapkan sebesar 0.9. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra

BNPT Tahun 2020-2024, yaitu 0.95, capaian Tahun 2023 pada IKU-8 mencapai
94,7%.

Indeks pelaksanaan keda sama luar negeri diukur dengan cara mcmbandingkan

perjanjian kerja sama dan rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti denganjumlah
kerja sama dan rekomendasi kebijakan yang disepakati. Selama periode 2022, Deputi
Bidang Kerjasama lntema*sional berupaya melaksanakan capaian secara optimal.
Tantangan pada tahun 2022 adalah anggaran dan protokol kesehatan yang kctat.

Dengan berbagai tantangan tersebut, kerjasama Bilateral telah mengoptimalkan

capaian kinet'a dengan tercapainya 8 (delapan) Kesepakatan dari target capaian

kinef a 8 (delapan) Kesepakatan. Kemudian, kerja sama regional dan multilateral
telah mencapai 6 (enam) Kesepakatan dari target capaian kine{a 6 (enam)

Kesepakatan. Selain itu, jumlah rekomendasi kebijakan telah mencapai 8 (delapan)

rekomendasi kebijakan dari target capaian kineq'a 8 (delapan) rekomendasi

kebijakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja pada tahun

2022 adalah sebesar 10070 dengan indeks pelaksanaan kerja sama luar negeri sebcsar

I (satu).

Dalam rangka memenuhi capaian indikator tersebut, telah dilakukan berbagai

kegiatan, diantaranya:

l) Penandatangan MoU dengan negara mitra yaitu Belgia, Kanada, dan Vietnam;

2) Joint Statement dengan tegara mitra yaitu Jerman;

3) Konsultasi Bilateral Kerja Sama Penanggulangan Terorisme antara Indonesia

dan Australia;

4) Analisa Perkembangan Terorisme lntemasional pada tahun 2022 yang

dilaksanakan 2 (dua) kali di Yogyakarta;

5) Kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) dalam rangka Menghadiri "United
Natjons Global Congress of Victims of Terrorism" (the Global Congress), dan

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kesepakatan Kerja Sama

Penanggulangan Terorisme antara Indonesia - Amerika Serikat. Dalam

kunjungan tersebut dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan meliputi The First
United Nations Global Congress of Victims of Terronsz, Pertemuan dengan The

Soufan Center, Pertemuan dengan UNOCT dan CTED, Pertemuan dengan

Departement oJ'State, Pertemuan dengan Field Ofice FBI di San Francisco,

Pertemuan dengan Field Ofjice FBI di Los Angeles;

6) Pelaksanaan Joint Working Group (JWG) dengan Negara mitra di Amerika dan

Eropa telah dilaksanakan dengan pelaksana.at Joint llorhng Group (JWG)

dalam bidang penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Filipina;
7) Pelaksanaan Kunjungan dan Penerimaan Perwakilan negara Mitra telah

dilaksanakan dengan pelaksanaan penerimaan kunjungan Royal College of
Defence Kerajaan Inggris, penerimaan kunjungan HE. Roger Noble, Australia
Ambassador for Counter Terrorism, penerimaan kunjungan Head of Counter
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Terrorism Unit of Japan, penerimaan kunjungan perwakilan States Security
Department (SSD) Persahran Emirat Arab dan pelaksanaan Courtesy Call antara

Kepala BNPT dengan Timothy alan Betts, Acting Coordinator for Counter
Terrorism and Acting Special Envoy for the Global Coalition to defeat ISIS

Bureau of Counlerterrorism United States;

8) Pelaksanaan Penggalangan Mitra dalam rangka pengembangan jejaring intetijen
dengan negara mitra tahun 2022 telah dilaksanakan penggalangan dengan

beberapa negara antara lain Jerman, Belanda, Australia, Rumania, Singapura,

Filipina, Polandia, Amerika Serikat, Malaysia, Rusia, Jepang, India, Belgia;
9) Pelaksanaan Kerja Sama Regional Kegiatan terkait Rencana Aksi Nasional

Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE);

l0) Peny,usunan Produk Pengetahuan I-KHIIB on CTA/E;
l1) Menyepakati Kerja Sama Multilateral pada Kegiatan forum Multilateral, antara

lain:

a) Indo-Pacific Regional Seminar "Preventing Terrorist Attacks and Fighting
Radicalization through better Detections of weak Signals and Information

Sharing, I I -12 iN4.ei 2022;

b) l Sth Senior Officials Meeting on Transnational Crime llorking Group on

Counter Terrorism, Bogor, 7 Juli 2021;

c) The lst ASEAN - Australia Counter Tenorism Dialogue, S Jlli 2022;

d) The 22nd ASEAN Senior Ofiicials Meeting on Transnational Crime and lts

Related Meetings, 19 Jnli 2022:

e) Workshop IIJ Addressing Homegrown Terrorism Initiative: Enhancing

National - Local Coordination on Prevention and Response to

Radicalisation and Tetorisl Attacfu, Surabaya, 26-28 luli 2022;

f) ASEAN - U.S. Regional Workshop on P/CVE: Taking Stock of Ongoing

and Emerging Threats and Trends, 23-24 Agustus 2022;

g) The 2nd Bali l ork Plan Multi Sectoral Task Force Meeting, Bali,25
Agustus 2022;

h) The 2nd ASEAN Partners Meetingfor the Implementation of the Bah lfork
Plan, Bali, 25 Agustus 2022;

1) The 16th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)

and lts Related Meetings, 20-22 September 2022;

j) Aqaba Process - South East Asia High-Level Tech Meeting: Preventing

Terrorist and Violent Extremist Exploitation of the Internet, Bali, 22-2j
November 2022;

k) Regional Conference on Threats posed by Foreign Terrorisl Fighters
(FTFs) and Their Local Alfilidtes in Indonesia, Malaysia and the

Philippines, l1-12 Ohober 2022;

l) Developing a Regional Network of Prevention ofViolent Extremism (PVE)

Practitioners of South-East Asia and its Tailored Roadmap, First
Consultation Meeting yang telah dilaksanakan pada 2 September 2021,
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Second Consultation Meeting pada 21-22 Marel 2022, dan Third
Consultation Meeting pada 19-20 Jrtli 2022;

m) The 2nd Senior Official Counter Terrorism Policy Forum (SOCTPF), Bali,
l9-20 Desember 2022;

n) Counter Terrorism Committee (CTC) Open Briefing on South Asia and
South East Asia and Closed Meeting CTC di Markas Besar PBB, New York,

17 Februari2022:
o) 3lth Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice,

W'ina, Austria, 16-20 Mei2022;
p) GCTF Watchlisting Ctuidance Manual Initiative: Workshop on Advance

Information Screening in the Maritime Sector, I Juni 2022:
q) The Sth International Day of Retnembrance ofand Tribute to the Victims of

Terrorism, 2 I Agustus 2022;

r) 3l't United Nations Global Congress of Victims of Tenorism, New York, 8-

9 September 2022;

s) Kunjungan Delegasi UN CTED dan UNOCT dalam Rangka Konsultasi
dengan Pemerintah Indonesia dalam cakupan "UN Global Programme on

Countering Terrorisl Threats againts Vulnarable Targef',29 Nov - 2 Des

2022:

l) Supporting Families in Counteing Yiolent Extremisn (Hedayah)

(1) Pelatihan Pengembangan Kapasitas Tingkat Dasar (Januari 2020) dan

Tingkat Lanjut (September 2021 dan Januari 2022) rcrkait Suppolting
Families in CVE;

(2) Training of Trainers (To'l) Supporting Familias in CVE Batch I (l-3
lN{.aret2022) dan Batch 2 (18-20 April 2022) di Jakarla;

(3) National Led Training Supporting Families in CVE Batch I (21- 23 lwi
2022) dan Batch 2 (27 -29 lunt 2022) di Jakana

u) Program STRIVE Juvenile Preventing and Responding to Violence Against

Children by Terrorist and Violent Extremist Groups;

(l) Capacity Building Events: Strengthening the Capacity of Law
Enforcement Officials in Indonesia on the Treatment of Children
Associated with Terrorist and Yiolent Extremist Groups by STRIVE

Juvenil e P rogramme, I 4- 18 Maret 2022;

(2) National Roundtable UNODC Guidance Note on Juvenile Justice in the

Context oJ'Counter-Terrorism in Indonesia, 17 maret 2022;
(3) STRIYE Juvenile Projecl Coordination Meeting, 17 Maret 2022;

(4) Training of Train ers dan Lokakarya Pelatihan STRIVE Juvenile Tentang

Anak-Anak yang Dirampas Kebebasannya dalam Konteks

Penanggulangan Terorisme di Indonesia pada tanggal 25 - 29 Iuli 2022;
(5) Lokakarya Pelatihan Terkait Perencanaan dan Implementasi Intervensi

Rehabilitasi dan Reintegrasi untuk Anak yang Terasosiasi dengan

Kelompok Teroris dan Ekstremis Berbasis Kekerasan di Indonesia,

Bogor, 8- 10 November 2O22.
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v) Penlusunan Produk Pengetahuan I-KHUB on CTAy'E:

12) Muhral Evaluation Review (MER) Indonesia oleh Financial Action Task Force
(FATF);
a) 18 Juli 2022: Pembukaan On-Site Visit Mutual Evaluation Reviev

Financial Action Task Force (MER FATF) Tahw 2022 dan Pembahasan

Immediate Outcome I tentang Methodologt Risk Assessment and Mitigation
and National Cooperation and Coordination;

b) 26 Juli 2022: On-Site I/rsrt MER FATF 2022 Pembahasan Immediate

O tcome (lO) 9 terkait Penyelidikan dan Penuntutan Tindak Pidana

Pendanaan Terorisme (TPPT);

c) 27 Juli 2022'. On-Site l/rrr, MER FAfp 2022 Pembahasan IO 10 terkait

Tindakan Pencegahan dan Sanksi Keuangan TPPT;

d) 3 Agustus 2022: Pertemuan tambahan (follow-up meeting) On-Site Visit

MER FATF 2022 Pembahasan IO 1 tentang Risiko, Kebijakan, dan

Koordinasi;

e) 12 - 13 Desember,Face lo Face Meeting Plenary FATF.

13) Rcncana Pengesahan Konvensi tentang Pencegahan dan Pemindanaan

Kejahatan Tcrhadap Orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk

Agen Diplomatik atau Convcntion on the Prevention and Punishment of Crimes

Againts [nternationally Protected Percons, Including Diplomatic Agents

(Konvensi IPP);

14) jrd Ministerial Conference on Counler Terrorism Financing 'No Money For
Terror',New Delhi, 18-29 Nove;rnber 2022;

15) Diseminasi dan Koordinasi Pelindungan WNI Indonesia di Luar Negeri dari

Ancaman Terorisme di Sydney, Australia;

l6) Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Pcraturan Presiden tentang Penanganan WNI
di Luar Negeri dari Tindak Pidana Terorisme, 29-30 September 2022 di Bogor.

Hal-hal yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan program kegiatan dan

keberhasilan dalam sasaran strategis ini, antara lain:

l) Kondisi Pandemi Covid-I9 di Indonesia

Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia mendorong dikeluarkannya kebijakan

untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak atau berkerumun

dan menghentikan perjalanan ke luar negeri.

2) Kondisi Pandemi Covid-19 yang dialami negara lain

Kondisi Pandemi Covid-19 yang dialami negara lain telah membuat rencana

kegiatan pertemuan dengan negara lain mengalami penundaan.

3) Kondisi Domestik Negara Mitra
Beberapa negara mitra mengalami kondisi yang kurang kondusif baik secara

sosial, politik, maupun keamanan, sehingga secara tidak langsung menghambat

pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
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Sasaran Strategis 7 (SS7. Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang
Berhasil Diungkap)

Sasaran Strategis 7 "Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil

Diungkap", mcmiliki I (satu) IKU, yaitu Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil
Diungkap.

IKU 9 : Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap
Jaringan terorisme merupakan sekumpulan organisasi atau kelompok radikal

terorisme yang memiliki tujuan dan pemahaman radikal terorisme yang s.rma yang

saling terhubung.

Tabcl 3.16

Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap

Sr r:r ra n St r:l t cgis
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Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU-9 Jumlah Jaringan Terorisme yang

Berhasil diungkap adalah sejumlah 5 jaringan atau telah mcncapai lebih dari 100%

dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan sejumlah 3 jaringan. Sedangkan apabila

dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024. yaitu 5 jaringan,

capaian Tahun 2022 mencapai 100% pada IKU-9.
Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap dihitung dengan cara

mengidentifikasi jaringan terorisme yang berhasil diungkap. Berdasarkan dengan

Perban Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama

(IKU) BNPT Tahun 2020 - 2024, disebutkan bahwa pengampu utama dalam capaian

Sasaran Strategis 7, yaitu Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap adalah

Direktorat Pencegahan dan Direktorat Penindakan. Pada Direktorat Penindakan

sendiri sasaran strategis ini diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan (SK), yaitu

tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat & dapat reliabel.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ialah jumlah operasi intelijen
jaringan terorisme yang diberikan tepat waktu dan terpercaya, dengan target sebesar

105 laporan dan realisasi pada Tahun 2022 sebanyak 109 laporan. Adapun rincian

laporan yang berhasil disusun sebagai berikut:
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p) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Bali (Agustus

2022);

q) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah DKI Jakarta
(September 2022);

r) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Barat
(September 2022);

s) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Bali (September

2022);

t) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Barat
(Oktober 2022);

u) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Lampung
(Oktober 2022);

v) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Banten
(Desember 2022).

3) Ops. Binjar Wilayah Sumatera:
a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sumatera Utara

(Maret2022);
b) Laporan Operasi Pcmbinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sumatera Selatan

(Apil2022);
c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di wilayah Sumatera Barat

(Apil2022);
d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Lampung (Juni

2022);

e) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kepri (Juli 2022);

{) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Babel (Agustus

2022);

g) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Aceh (September

2022);

h) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Lampung

(Oktober 2022);

i) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring lntelijen di Wilayah Sumatera Selatan

(November 2022).

4) Ops. Binjar DKI Jakarta, Jabar, Banten:
a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Barat

(Maret2022);

b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Barat (April
2022);

c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Barat (Mei

2022);

d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Barat (Juni

2022);
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l) Ops. Penggalangan Intelijen:
a) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Jawa Timur (Februari

2022);

b) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Negara Aushalia (April 2022);
c) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Bali $ttlei 2022);

d) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Kalimantan Timur
(luni2022);

e) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah JawaTimur (Juli 2022);
f) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah DKI Jakarta (Agustus

2022);

g) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah D.I. Yogyakarta
(September 2022):

h) Laporan Operasi Penggalangan lntelijen di Wilayah Bali (Oktober 2022);

2) Ops. Penggalangan Intelijen Khusus:
a) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Barat

(Februari 2022);

b) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Timw
(Maret2022);

c) Laporan Operasi Intclijen Penindakan Khusus di Wilayah DKI Jakarta

(Apil2022);
d) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Tengah

(April2022);
e) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Lampung (April

2022);

f) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Yogyakarta (Mei

2022);

g) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Bali (Mei 2022);

h) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah NTB (Mei 2022);

i) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah DKI Jakarta (Juni

2022);
j) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Tengah

(Juni2022);
k) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Timur (Juni

2022);

[) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Barat (Juni

2022);

m) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Lampung (Juni

2022);

n) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah DKI Jakarta (Juli

2022);

o) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Tengah

(Agustus 2022);
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e) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah DKI Jakarta (Juli
2022\;

f) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intclijen di Wilayah DKI Jakarta

(Agustus 2022);
g) Laporan Opcrasi Pcmbinaan Jejaring Intelijcn di Wilayah DKI Jakarta

(September 2022);

h) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Banten
(November 2022).

5) Ops. Binjar Jawa Tengah dan Jawa Timur:
a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Tengah

{Maret2022);
b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring lntelijen di Wilayah Jawa Tengah

(April2022);
c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Tengah

(Juni2022):
d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Timur (Juli

2022);

e) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Timur
(Agustus 2022);

f) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Timur
(September 2022);

g) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Timur
(November 2022).

6) Ops. Binjar Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur:
a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah NTB (Maret

2022);

b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah NTT (htli 2022);

c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intetijen di Wilayah Bali (November

2022).

7) Ops. Binjar Kalimantan dan Perbatasan:

a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan

Timur (Maret 2022);

b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan

Selatan (April 2022):

c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan Barat

(Iuni2022);
d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring lntelijen di Wilayah Kalimantan

Timur (Juli 2022);

e) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan

Selatan (Agustus 2022);
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f) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan Barat
(September 2022);

g) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan
Timur (November 2022).

8) Ops. Sulawesi dan Maluku:
a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Tengah

(Marer2022);

b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Selatan
(Apil2022);

c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring lntelijen di Wilayah Sulawesi Barat
(hni2022);

d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Maluku (Juli
2022\;

e) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Selatan

(November 2022).

9) Ops. Tim Penanggulangan Foreign Tenorist Fighterc (FTF):
a) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTT di Wilayah Jawa Barat (Maret

2022);

b) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah NTB (Mei 2022);

c) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah D.I. Yogyakarta
(htni 2022);

d) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah Jawa Tengah

(Agustus 2022);

e) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah Jawa Timur
(Desember 2022).

10) Ops. Satgas Penindakan:
a) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah DKI Jakarta (Maret 2022);

b) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Barat (Mar et 2022);

c) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Tengah (Maret2o22);
d) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Timur (Maret 2022);

e) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Sulawesi Tengah (April
2022):

I Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Tengah (April 2022);

g) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Timur (April 2022);

h) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah DKI lakafia (luni 2022);

i) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Barat (Juni 2022);
j) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Ten gah (luni 2022);

k) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Timur (lwi 2022);

l) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa B arat (luli 2022);

m) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah DKI Jakarla (lali 2022);
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Reka imlasi Hasil P

Tabc1 3.18

kuran IICAP di Lokus Pclatihan Tahlin 2022

Dari total keseluruhan aparatur pemcrintah yang menjadi responden dcngan
jumlah 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) responden, didapatkan data yakni

sebanyak 2 (dua) responden dalam kategori kurang siap, 80 (delapan puluh)

responden dalam kategori cukup siap, 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) responden

dalam kategori siap dan 219 (dua ratus Sembilan belas) responden dalam kategori

sangat siap.

Berikutnya yakni hasil pengukuran IKAP yang dilaksanakan di wilayah Provinsi

Banten. Hasil indeks kesiapan aparatur pemerintah khususnya di wilayah Provinsi

Bantcn yang dilaksanakan pada tahun 2O22, mencapai r,rlai 0,72 dengan tingkat

kesiapan yaitu Siap. Adapun nilai 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) tersebut

merupakan gabungan nilai rata - rata indeks per wilayah yang menjadi lokus dalam

pengukuran IKAP 2022 khususnya di wilayah provinsi Banten, dengan rincian

sebagai berikut:
Tabel 3.19

Rekapitulasi Hasil Pengukuran IKAP di Provinsi Banten Tahun 2022
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Dari total keseluruhan aparatur pemerintah yang menjadi responden khususnya
di wilayah Provinsi Banten dengan jumlah 736 (Tujuh ratus Tiga Puluh enam)

responden, didapatkan data yakni sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) rcsponden

dalam kategori kurang siap, 186 (seratus delapan puluh enam) responden dalam
kategori cukup siap, 336 (tiga ratus tiga puluh enam) rcsponden dalam kategori siap

dan 175 (serahrs tujuh puluh lima) responden dalam kategori sangat siap.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa

berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Renstra BNPT tahun

2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerj a Tahtn 2022, Direktorat Pembinaan Kemampuan

memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dimana salah satunya adalah Meningkatnya
kepatuhan penggunaan kekuatan terhadap regulasi yang berlaku. Capaian sasaran

kegiatan tersebut kemudian diukur melalui lndikator Kine{a Sasaran Kegiatan

(IKSK) berupa rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai tingkat

ancaman dengan nllai 70o/o.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Sub Direktorat
Penggunaan Kekuatan memiliki komponen yang harus dicapai yakni melaksanakan

koordinasi dalam penggunaan kekuatan terkait tindak pidana terorisme sebanyak 5

kegiatan. Pada tahun 2022 Subdit Penggunaan Kckuatan telah melaksanakan 4

kegiatan utama serta I kegiatan pendukung. Unnrk 4 kegiatan utama berfokus pada

peningkatan kemampuan dan kompetensi aparatur di Kepulaun Riau, Serang, Jawa

Barat dan Sumatera Selayan. Scdangkan untuk kegiatan pendukung berfokus pada

koordinasi antar aparatur dalam rangka penanganan aksi terorisme di DI Yogyakarta

dan Jawa Barat.

Dengan dilaksanakannya 5 kegiatan yang sebagai indikator capaian komponen,

maka Subdit Penggunaan Kekuatan telah mendukung pencapaian IKSK sebesar 7070

yang merupakan rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai ancaman.

Adapun dasar capaian penghitungan adalah sebagai berikut;

Berdasarkan Peraturan BNPT Nornor I Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

BNPT Tahun 2020 - 2024 yang menjadi salah satu panduan dalam mengukur

pencapaian organisasi di lingkungan BNPT, Direktorat Pembinaan Kemampuan

memiliki 2 Sasaran Kegiatan (SK), yakni :

I ) Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana

terorisme (capaian SK ini diukur melalui Indeks Kesiapan Aparatur);

2) Meningkatnya kepatuhan pengguniurn kekuatan terhadap regulasi yang berlaku

(capaian SK ini diukur melalui Rasio Penggunaan Kekuatan Terhadap

Kebutuhan sesuai Tingkat Ancaman).

Aturan tersebut kemudian diturunkan kedalam Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun

2021 Tentang Pedoman Pengukuran Manual Indikator Kine{a Utama BNPT Tahun

2020 2024. Dalam pengukuran Rasio Penggunaan Kekuatan Terhadap Kebutuhan

Sesuai Tingkat Ancaman, formulasi cara perhitungan yang digunakan adalah sebagai

berikut :
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1) Identifikasi penggunaan kekuatan (umlah personel) dari masing- masing

kegiatan penanggul angan terorisme (a)
2) Identifikasi kebutuhan kekuatan (umlah personel) dari masing-masing kegiatan

penanggulangan terorisme (b)

3) Hitung rasio dengan rumus: alb xl00"/"

Penyesuaian jumlah kebutuhan personel pusat dan wilayah dalam

penanggulangan teror dilakukan oleh SuMit Penggunaan Kekuatan kemudian

dilakukan mengingat besamya jumlah personel di pusat dan wilayah dalam

penanggulangan teror. Hal ini didasarkan p ada dat^ sebagai berikut :

l) Kekuatan Polri dalam Kontijensi Terorisme 2021 :

a) Mabes Polri : 1.247 Personel

b) Polda Seluruh lndonesia : 33.698 Personel

c) Brimob Selunrh tndonesia: 2.333 Personel

2) Kekuatan TNI pada Rencana Kontijensi TNI dalam Operasi Mengatasi Teror

2021 :

a) Kogabwilhanl:3.111
b) Kogabwilhan II : 3.200

c) Kogabwilhan III : 2.685

Dalam mengukur rasio penggunaan kekuatan, Badan Nasional Penaaggulangan

Terorisme melalui Direltorat Pembinaan Kemampuan melihat bahwa BNPT beke{a
pada level kebijakan dan strategi di bidang penmggulangan terorisme. (sesuai

dengan Pasal 43 huruf (a) dan huruf (b) W Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Untuk menjawab hal tersebut, perlu dilakukan kesesuaian antara Sasaran

Kegiatan Direktorat dengan UU Nomor 5 Tahun 2018. Secara umum, piramida level

koordinasi penanggulangan terorisme digambarkan sebagai berikut :

嵐

Keb"akan

」||1国1闘薗L

Strategi

PIlabat Pimpinan Tih99ilMladya′ Pqabat Pin、 p:nan

Pratama′ Por哺
"■
1■● Pd"′ Per嘲ra■ng9 TNl′

ASN Golongan lVB― ⅣE

P●abat PengaV`S/P● 3bat Adminst誡oイ Po""ra
Pertama&Monengah Pol"′ PaWa Pettma&
Mona19ah TNl′ ASN Gobnganl‖ B― lVA

Staf P● :ak`“na′ Bhta":Pd"′ Bimara TN:′ ASN
Gobヽlan lA‐ l‖A

Gambar 3.1 Piramida Level Koordinasi Subdit Penggunaan Kekuatan T .A. 2022

Piramida level koordinasi penanggulangan terorisme tersebut dilaksanakan oleh

Subdit Penggunaan Kekuatan agar diperoleh rasio penggunaan kekuatan terhadap
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kebutuhan sesuai tingkat ancarnan. Rasio tersebut diperoleh melalui koordinasi
dengan personel TNI, POLRI dan Instansi Terkait yang diselenggarakan melalui
SuMit Penggunaan Kekuatan.

Sesuai dengan Rencana Strategis BNPT Tahun 2020 - 2024, disebutkan bahwa
pada tahun 2021 target rasio penggunaan kekuatan yang hanrs dicapai adalah sebesar

70o/o. Dengar demikian, berdasarkan rumusan perhitungan rasio penggunaan

kekuatan yang terdapat dalam Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 Tentang

Pedoman Pengukuran Manual Indikator Kinet'a Utama BNPT Til:ur, 2020 - 2024,
maka rumusan capaian rasio penggunaan kekuatan yang digunakan adalah sebagai

berikut:

587/838χ 1009′6=709′6

587 = Personel yang terlibat dalam Pemberdayaan & Pengerahan Kekuatan pada

tahl'n2022
838 = Jumlah Kebutuhan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam

Penanggulangan Teror

Adapun jurnlah penghitungan 83 8 personel yang terlibat dalam penanganan aksi

terorisme (Unsur Pimpinan dan Operasional) didasarkan atas penghihmgan sebagai

berikut :

Tabel 3.20
Matriks Jumlah Kebunrhan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam

Penanggulangan Teror Tahun 2022

No Instansi

Polri
l\labcs Polri

I)()lda

[]rimob

TNI
Mabcs TNI

Junrlah
Pclson i1

-14-l

r05

17()

68

325

40

Kc(crangan

iVlcrupakan unsur pimpinan (l personel) staf
pinrpinan (51 orang) dan pclaksana pusat (51

orang) dalarn Kckuat:tn Polri untuk 1-angani

Konti.jcnsi T crorisrnc
'lerdapat i.l Polda dan nrasing - rnasing l)oltla
s.'hartvirk 5 pcrsoncl patlrt unsur pirnpittrrtt
( Klpolda, Biro Ops, Ditintclkanr. Ditreskrintsus.
dan Ditbinrnas)
Terclapat J4 Satbrimob yang terlibat dalanr
Penanganan Kontijensi Pohi dan rnenghitung 2

unsur pimpinan ( Dansattrrirlob & Opstrrirnoh)

Mcrupakan unsur Pimpinirn ( 2 pclsoncl), Staf
(Khr.rsus 8 pcrsoncl. Operasional (r personel" Intci
61.rg15ongl. Logistik -{ personcl )& Puskodal (l-l
1:rcrsoncl).
Mcrupakan unsur pimpinan (2 pcrsonel) , staf
(Khusr.rs -i personcl, Opcrasional 4 personcl^ [ntcl

う

Koopssus 35
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4 pcrsoncl. I-ogistik 2 personcl)dan unit tcknis (2()

pcrsonel)
N{crupakan unsur pimpinan (20 personel) staf'
(Khusus .l pcrsonel. Opcrasiorral I 5 pcrsoncl. Intcl
ll personcl. Logistik -j personcl) dan unit tcknis
(200 pcrsoncl)

Terdir-i Atas unsur Pimpinan l-cnrbaga. 2 orung
DcpLrti & 2 orang Dilektur patla
K cmcnkopo lh u kanr, Kerncrrdagri.
Kcmrtkumhanr. Bakanrla. Kcmenhub clan

Kenrenkcu
Tcrdiri atas 3.1 Kcpala Badan Kcsbangpol Provinsi
di Scluruh lndoncsia
Tcrdiri atas -j Kcpala Kamla Zona llaritirn Barat.
Zona l\4aritirn 1'cngah. dan Zona Maritinr Barat
Tcrdiri atas ll Kadiv hnigrasi

Tcrdiri atas unsur Kepala BNPT. 2 Deputi & 2

Direktur
4

PimPinan -5

Opcrasiorul 30
Analis 40

Total 838

Setelah melaksanakan 34 kegiatan utama serta I kegiatan pendukung di tahun

2022, total jwriah personel yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kemampuan

serta koordinasi pengerahan kekuatan adalah 5 12 personel. Berdasarkan perhitungan

tersebut, maka hasil akhir penghitungan rasio penggunaan kekuatan terhadap

kebutuhan sesuai tingkat ancaman adalah sebagai berikut:

512 /838 x100% = 6l,09Yo

512 : Jumlah Penyesuaian Personel yang terlibat dalam Pemberdayaan &
Pengerahan Kekuatan Tahlurl, 2022

838 = Jumlah Kebuohan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam
Penanggulangan Teror

Adapun untuk rincian pada levelling personel adalah unsur kebijakan yang

terlibat sebanyak 20 personel, unsur strategis sebanyak 225 personel, seata unsur

operasional sebanyak I 75 personel.

Ketercapaian rasio penggunaan kekuatan sebesar 60,10 % didasarkan pada

kemampuan anggaran setelah dilakukan refocusing pada tahun 2022. Sebagai

perbandingan, pada tahun 2021 anggarm Subdit Penggunaan Kekuatan sebesar Rp

I .736.559.000,- dengan capaian rasio penggunaan kekuatan sebesar 50,12yo.
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Berdasarkan persentase sebagaimana terlampir, capaian terbesar juga telah
menyasar pada level strategis (46%). Hal ini menunjukkan bahwa BNPT yang

bekerja sebagai lembaga koordinator pada level strategis telah berjalan sesuai dengan

koridor hukum yang ada. Pada tahun 2022, Direktorat Pembinaan Kemampuan
melalrukan penycsuaian dengan memasukkan unsur pelaksana yang terlibat dalam

koordinasi penggunaan kekuatan dalam perhitungan rasio penggunaan kekuatan.

Memasukkan unsur pelaksana di Direktorat Pembinaan Kemampuan dalam
perhifungan capaian rasio penggunaan kekuatan juga tanpa alasan dengan

mempertimbangkan 3 hal utama, yakni:

Kemampuan dalam perhitungan capaian rasio penggunaan kekuatan juga tanpa

alasan dengan mempertimbangkan 3 hal utama, yakni :

l) Unsur pelaksana menjalankan fungsi koordinasi dalam kaitannya dengan

penanggulangan terorisme. Tanpa adanya unsur pelaksana, maka fungsi

koordinasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya;

2) Dalam menjalankan fungsi koordinasi, unsur pelaksana tetap harus

menggunakan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan koordinasi;

3) Unsur pelaksana kegiatan berada pada 3 level yang telah disebutkan

sebelumnya, yakni kebijakan, strategi, serta operasional sehingga memasukkan

unsur pelaksana masih sesuai dengan levelling yang tersedia.

2. Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan nrsional
Pada tahun 2022, perhitungan Indeks kesiapan sarpras kesiapsiagaan

nasional berkolaborasi dengan Sub Dlrektorat Pengamanan Objek Vital dan

Pengamanan Lingkungan karena selara*s dengan kegiatan subdit tersebut.

Pengukuran dilaksanakan melalui asesmen terhadap objek-objek vital strategis

dan fasilitas publik, diantaranya PT PLN @ersero) Unit Induk Transmisi Jawa

Bagian Timur Dan Bali, Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 Kv Paiton, PT

PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Paiton, PT PLN Indonesia Power

Suralaya Pgu, PT PLN Indonesia Power PLTU Bamr Omu, PT Kilang Pertamina

Internasional Refinery Unit Iv Cilacap, PT Kilang Pertamina Intemasional

Refinery Unit V Balikpapan, PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit
III, PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit II Dumai, PT Kilang
Pertamina Intemasional Refinery Unit VI Balongan, PT Angkasa Pura Aviasi, dan

Bandar Udara Intemasional Kualanamu, dan Bandar Udara Intemasional H. As.

Hanandjoeddin, Bandar Udara Intemasional Sultan Iskandar Muda, PT Angkasa

Pura II Terminal 3 Bandara Intemasional Soekamo-Hatta, dan PT Pelabuhan

Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang. Hasil asesmen tersebut menghasilkan

Indeks Kesiapan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Nasional 0.8 (level 2).
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Sasaran Strategis 9 (SS9. Terkendalinya Situasi Keamanan Ssat Tindak Pidana
Terorisme Terjadi)

Sasaran Strategis 9 "Terkendalinya Situasi Keamanan Saat Tindak Pidana
Terorisme Te{adl', memiliki I (satu) IKU, yairu Waktu Maksimum Pengembalian

Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme.

IKU 1l : Wrktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak
Pidane Terorisme

Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif merepresentasikan kecepatan

dan ketepatan reaksi pasca te{adinya tindak pidana terorisme. lndikator ini dilakukan
dengan melaksanakan operasi satgas penindakan dalam rangka pengumpulan alat

bukti. Operasi dilakukan dengan cara mengumpulkan alat bukti maupun mem.rstikan

antara informasi, data, dan keterangatr atas suatu kejadian yang diperoleh dari
kegiatan intelijen dengan kondisi riil dari masing-masing situasi di lapangan agar

rencana penindakan hukum yang akan dilakukan dapat diungkap secara jelas, dan

dengan menitikberatkan penindakan dalam rangka mencegah serangan teror yang

direncanakan oleh jaringan terorisme. Selain berfokus pada pencegahan serangan

teror, operasi ini juga dilakukan demi segera mengembalikan situasi kondusif pada

saat serangan teror terjadi dengan bersinergi kepada para aparat penegak hukum.

Tabc1 3.21

Waktu Makslmun Pengcmbalian Situasi KondusifdaH Tllldak Pidala Teronsme

Sasaran Stratcgis

"Terkcndalinva Situasi Kcarnanan Saat Tindak I'idana Trrorismc Terjadi"

tKU-ll
Waktu Maksimum Pengembalirn Situasi Kondusif dari Tindak Pidana

Terorisme
'l'ahun 2021

Targct Realisasi %

Itc1lstra 2()2()-2()24

・
「 argct      9′6 tcrhadap Targct

2024     Rcnstra

l、 24       1()00()l、14 1、24 l()0° 。

Pe n Realisasi 2020&2021

20212020

Ix24 ]x24 100■
.1) Ix24 lx24 100(ち

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU Waktu Maksimum Pengembalian Situasi

Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme adalah lx24 atau telah mencapai 100% dari
target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 1x24. Sedangkan apabila

dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahw 2O20-2O24 yaitu 1x24, capaian

Tahun 2022 pada IKU-I I mencapai 1007o.

Realisasi IKSK tentang waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari
tindak pidana terorisme dihitung berdasarkan dari pelaksanaan operasi pengendalian
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krisis oleh Sub Direktorat Intelijan telah berhasil mengembalikan situasi kondusif
tidak melebihi waktu maksimum (1x24 jam). Rata-rata waktu yang diburuhkan untuk
mengembalikan situasi kondusif setelah teq'adinya tindak pidana terorisme sekitar l0
jam. Implementasi sasaran ini dilakukan dengan melaksanakan Operasi Satgas

Penindakan dalam Rangka Pengumpulan Alat Bukti. Operasi ini dilakukan dcngan

cara mengumpulkan alat bukti maupun memastikan antara informasi, data, dan

keterangan atas suatu kejadian yang diperoleh dari kegiatan intelijen dengan kondisi
riil dari masing-masing situasi di lapangan agar rencana penindakan hukum yang

akan dilakukan dapat diungkap secarajelas, dan dengan menitikberatkan penindakan

dalam rangka mencegah serangan teror yang direncanakan oleh jaringan terorisme.

Selain berfokus pada pencegahan serangan teror, operasi ini juga dilakukan demi

segera mengembalikan situasi kondusif pada saat serangan teror terjadi dengan

bersinergi kepada para aparat penegak hukum. BNPT telah terlibat dalam

pengembalian situasi kondusifdari serangan teror yang tet'adi sepanj anglahun2022,
yaitu serangan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung yang terjadi pada

tanggal 7 Desember 2022.

Operasi pengendalian krisis dilaksanakan oleh Sub Direktorat Intelijen melalui

Operasi Satgas Penindakan dalam Rangka Pengumpulan Alat Bukti. Kedua jenis

operasi pengendalian krisis yang dilakukan oleh Sub Direktorat Intelijen dan Sub

Direktorat Teknologi Intelijen tersebut lebih berfokus pada pelaksanaan operasi

intelijen untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan informasi intelijen

tentang potensi-potensi ancaman serangan teror dan orang-orang yang berpotensi

tinggi mcnjadi pelaku teror, sehingga perlu segera dilakukan penindakan sebelum

terjadinya serangan teror (preventif).

b. Sasaran Strategis 10 (SS10. Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak
Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis l0 "Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak

Pidana Terorisme", memiliki I (satu) IKU, yaitu Jumlah Apgakum yang Menjadi

Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme.

IKU 12 : Jumlah Apgakum yang Menjsdi Korban dalam Menangani Kasus

Tindak Pidana Terorisme

Indikator ini merepresentasikan jumlah apgakum yang menjadi korban selama

menangani kasus tindak pidana terorisme. Aparat penegak hukum yang dimaksud

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, meliputi: penyidik, penuntut

umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Perlindungan yang diberikan kepada

apgakum dalam menangani kasus tindak pidana terorisme, meliputi:

1) Perlindungan diberikan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang

membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya;
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Perlindungan diberikan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan
perkara;

Jenis perlindungan yang diberikan berupa: perlindungan atas keamanan pribadi
dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas, bentuk perlindungan lain
yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas

pemasyarakatan,

Korban diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:
Korban selamat : luka ringan maupun luka berat;

Korban meninggal.

Tabel3.22
Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana

Terorisme

Sasa ran Strategis

"Terlindunginva .\pgakum dalam \Ienangani Tindak Pidana Trrorisrne"

IKU-I2
Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus Tindak

Pidana Terorisme

1)

2)

'l'ahun 2022

Targct

Rcrrstra 2()10-202.1

Rcalisasi o.i, Target o/o tcrhadap

2{124 Targct Rcnstra

0 100",1 0 lo(P,,
Pcrbandingan dcngan Realisasi 2020 & 2021

0

202() 2021

0 0 1009t 0 0 100° 6

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU jumlah apgakum yang menjadi korban

dalam menangani kasus tindak pidana terorisme adalah sejumlah 0 orang atau telah

mencapai 100% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar 0 orang.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024
yaitu 0 orang, capaian Tahun 2022 padalKU-I2 mencapai 100%.

Indikator ini dihitung dengan cara menjumlahkan korban apgakum yang selamat

dari tindak pidana terorisme per kasus dengan apgakum yang meninggal karena

tindak pidana terorisme per kasus. Pada Tahun 2022, ridak terdapat apgakum yang

menjadi korban tindak pidana terorisme selama menangani kasus tindak pidana

terorisme. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Apgakum dalam menangani kasus

tindak pidana terorisme.

Selama tahun 2022, Badil Nasional Penanggulangan Terorisme secara aktif
menjalankan program perlindungan terhadap aparat penegak hukum dalam

menangani tindak pidana terorisme, khususnya melalui Direktorat Penegakan

Hukum. Keefektivan program ini terlihat dari tidak adanya korban aparat penegak

hukum dalam menangani kasus tindak pidana terrorism pada taht:ln 2022.
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Pada tahun 2022 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berperan aktif
dalam kerjasama antar aparat penegak hukum meliputi Penyidik, Penuntut Umum,
Hakim, Pctugas Pemasyarakatan dan Instansi lainnya yang mendukung dalam
program penanggulangan terorisme baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah

dan pcnataan regulasi untuk peningkatan penanggulangan terorisme.
Untuk tercapainya sasaran progam ini, Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme meningkatkan fasilitasi dan koordinasi perlindungan terhadap aparat

penegak hukum meliputi penyidik, penuntut umum, hakim, petugas pemasyarakatan

dan saksi serta korban dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme, melalui
strategi perlindungan baik secara tertutup, perlindungan terbuka, perlindungan secara

langsung maupun perlindungan secara tidak langsung.

Capaian sasaran strategis Subdirekorat Pelindungan Aparat Penegak Hukum
diukur juga berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4Tahw2021. Sepanjang Tahun

2022, tedapat 3 (tiga) aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, antara lain:
l) Khilafatul Muslimin

Organisasi pimpinan Abdul Qadir Baraja yang diketahui merniliki hubungan

dengan kelompok Majelis Mujarhidin Indonesia (MII) dan Jamaah Islamiyah (JI)
yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara dengan ideologi yang mereka

Yakini benar.

2) Penerobosan ke Istana Presiden

Penerobosan ini dilalnrkan oleh seorang perempuan dengan menggunakan

scnjata api.

3) Perkara Munarman

Pemeriksaan perkara di pengadilan hingga vonis atas Munarman terlaksana di
tahun 2022. Seperti yang diketahui bersama ybs diduga menggerakkan orang

lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bennufakat jahat untuk

melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang

tindak pidana terorisme.

4) Bom Astana Anyar Bandung

Peristiwa penyerangan Polsek Astana Karanganyar dengan Bom bunuh diri yang

diketahui dilakukan oleh Eks Napiter yang bebas secara mumi

Dalam rangka pengoptimalan perlindungan terhadap aparat penegak hukum,

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan koordinasi perlindungan

terhadap aparat penegak hukum dalam program kegiatan tahun anggaran 2021

sebagai berikut :

1) Koordinasi dalam melakukan Fasilitasi Pengamanan Aparat Penegak Hukum;
2) Memberikan Layanan Litigasi dan Bantuan Hukum dalam penanganan Tindak

Pidana Terorisme.

Strategi tersebut diatas dilalrukan melalui kegiatan sebagai berikut:
1) Terselenggaranya 11 Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengamanan Aparat Penegak

Hukum yang menangani Tindak Pidana Terorisme selama tahun 2021-2022;
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2) Penyusunan 6 SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan

Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan

beserta Keluarganya, antara lain:
a) SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan

Penyidik, Pcnuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta

Keluarganya berdasarkan Pemberitahuan Identitas Penldik, Penuntut

umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan dari masing - masing

lembaganya;

b) SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta

Keluarganya Secara Langsung berdasarkan Pemantauan Kerawanan;

c) SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta

Kcluarganya berdasarkan Surat Pcrmintaan Pelindungan Pelindungan dari

Lembaga Penegak Hukum;
d) SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan

Pcnyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Pctugas Pemasyarakatan beserta

Kcluarganya dalam Keadaan Darurat;

e) SOP Layanan Administratif Penghcntian Pelindungan Penyidik, Penuntut

Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta Keluarganya

berdasarkan Surat Permintaan Penghentian Pclindungan;

f) SOP Layanan Administratif Penghentian Pelindungan Penyidik, Penuntut

Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta Keluarganya

berdasarkan Penilaian.

f. Sasaran Strategis 11 (SS11. Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang

Berhasil Dipulihkan)

Sasaran Strategis I1 "Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil

Dipulihkan", memiliki I (satu) IKU, yaitu Indeks Korban Terorisme yang

Mendapatkan Pemulihan.

IKU 13 : Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, korban tindak pidana terorisme

yang selanjutnya disebut korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik,
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

terorisme. Strategi yang diterapkan oleh BNPT untuk melakukan pemulihan korban

tindak pidana terorisme secara optimal adalah melalui :

l) Pemulihan korban tindak pidana terorisme, baik secara fisik, materi, maupun

psikologi;

2) Pelindungan Apgakum dan saksi tindak pidana terorisme secara optimal;
3) Sinergisitas K,iL terkait dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme;

4) Sinergisitas K/L terkait dalam perlindungan saksi tindak pidana terorisme.
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Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan dapat dilihat dalam
tabel berikut :

Tabel 3.23

Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan

Sllsa ran Stratc.gis
"\leningkatnr a .lunrlah Korhan 'l'crorisrne vang Berhasil Dipulihkan"

IKt i-t 3
lndcks Korhan 'I'trorisme vang Nlendapatkan Pernulihan

'l'a 
It un l(l2l l{cn:rrrr l0l0-l0lJ

flrgct It-iilisasi I rrgr-t '),, tcrhadup Tarrr.t
){)21 Rcnstra

r).9 () () l{r0,,, ().9 100n,,

. Pelbandingan Rcalisasi 2020 &.2021
l(rl0 l0l i

0.9 (J.9 I 000 ,, 0.9 0.t I (,0,,(,

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU-13 Indeks Korban Terorisme yang

Mendapatkan Pemulihan adalah sebesar 0.9 atau telah mencapai 100% dari target

Tahw 2022 yang tclah ditetapkan sebesar 0.9. Sedangkan apabila dibandingkan

dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0.9, capaian Tahun 2022 pada

IKU- I 3 mencap ai I 00%;o.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

tahun 2020 - 2024 Subdireklorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme memiliki
Sasaran Kinerja yakni meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil

dipulihkan, dengan lndikator Kinerja Utama yakni Indeks korban terorisme yang

mendapatkan pemulihan sebesar 0.9. Target kinerja Subdirektorat Pemulihan Korban
Aksi Terorisme tahtn 2022 adalah sebanyak 23 operasionalisasi yang terbagi

menjadi Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme dan Pemulihan terhadap

Sarana Prasarana terdampak Tindak Pidana Terorisme dan telah mencapai target

sebesar 1007o dengan beberapa keterangan sebagai berikut:
1) Program Indonesia Pintar sebanyak 61 Korban dan Anak Korban dan 1 Korban

menerima Program Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

2) Pemberian Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana Terorisme di 8 Provinsi
(Jawa Tengah, Banten, Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tengah dan Jawa

Timur, Aceh) sebanyak 357 korban;
3) Pemulihan Psikologis pada kegiatan Forsitas sebanyak 100 Orang;
4) Silaturahmi Kebangsaan Penyintas dan Mitra Deradikalisasi di Provinsi Jawa

Tengah melibatkan 60 Penyintas;
5) 4 Penyintas Wilayah Kalimantan menerima dukungan medis dan psikososial

berupa beasiswa pendidikan;

6) Penyaluran kerja kepada 3 penyintas melalui Yayasan Pelita Harapan Bangsa
(YPHB);

7) I penyintas memperoleh bantuan alat usaha melalui sinergisitas dengan BUMN;
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8) I penyintas memperoleh pelatihan usaha dan I anak penyintas mencrima
beasiswa pendidikan melalui sinergisitas dengan Bank BTN;

9) 26 Penyintas menerima Bantuan Kesehatan melalui Karnr Indonesia Sehat oleh
Kcmenterian Sosial;

10) I Pelatihan kewirausahaan oleh BUMN;
I 1) Pcmberdayaan kewirausahaan korban pada HUT BNPT diikuti oleh 2 Penyintas;
12) Pemberdayaan kewirausahaan penyintas pada kegiatan Indo Defence 2022,

diikuti oleh 1 Penyintas;
13) Rekonsiliasi penyintas dan narapidana terorisme di Lapas Gunung Sindur dan

Lapas Cipinang sebanyak diikuti oleh 2 Penyintas;
14) Program Warung NKRI bagi penyintas bersinergi dengan PT KAI Persero,

program tersebut diikuti scbanyak 3 penyintas;
l5) Pemberian santunan bagi korban bom bunuh diri Polsek Astana Anyar Bandung

sebanyak I I penyintas.

Dalam upaya melakukan pemulihan korban, BNPT bekerja sama dengan

Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,

Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan

Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Adapun peran

K./L tersebut terhadap pemulihan psikososial korban terorisme adalah sebagai

berikut:

l) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

a) Sebagai koordinator program penanganan medis dan rehabilitasi psikososial

bagi korban tindak pidana terorisme;

b) Melakukan sintronisasi program penanganan medis dan rehabilitasi

psikososial pada kementerian/lembaga;

c) Melakukan pendataan korban terorisme dan/atau korban masa lalu termasuk

cakupan lokasi, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana dan

ketersediaan sumber daya yang tepat dalam upaya pemulihan korban;

d) Menetapkan status korban tindak pidana terorisme masa lalu;

e) Memfasilitasi kegiatan pasca krisis dengan seluruh kementerian/lembaga

yang berperan dalam penanganan medis dan rehabilitasi psikososial;

f) Memastikan adanya penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam

penanganan medis dan rehabilitasi psikososial sesuai tugas dan fungsi

masing-masing kementerian4embaga terkait yang berwenang;

g) Memfasilitasi koordinasi antarkementerian/lembaga terkait penanganan

medis dan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme.

2) Kepolisian Republik Indonesia

Menetapkan status korban berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara.

3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program pemulihan medis

dan rehabilitasi psikososial;
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b) Melakukan assessment danverifikasi data korban terorisme dan/atau korban

masa lalu serta kebutuhan korban tindak pidana terorisme;

c) Menerima permohonan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dari
korban atau keluarganya;

d) Mclaksanakan penanganan medis dan rehabilitasi psikososial terhadap

korban dan/atau keluarga korban tindak pidana terorisme berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) KementerianKesehatan

a) Melakukan identifikasi mmah sakit rujukan bagi perawatan dan pemulihan

korban tindak pidana terorisme;

b) Berkoordinasi dengan rumah sakit di lokasi terjadinya terorisme untuk

melakukan penanganan dan pemulihan medis bagi setiap korban tindak
pidana terorisme;

c) Memastikan bahwa rumah sakit yang berada di lokasi terjadinya tindak
pidana terorisme dapat memberikan upaya pemulihan medis dan psikologis

terhadap korban tindak pidana terorisme sesuai dengan skema LPSK;

d) Memastikan ketersediaan tenaga medis dan psikologis bagi pemulihan

korban tindak pidana tcrorisme;

e) Berkoordinasi dcngan BNPT terkait data korban tindak pidana terorisme

pada saat kejadian;

f) Melakukan penanganan medis dan psikologis korban tindak pidana

tcrorisme sccara komprehensif (frsl aid) se,cata /rra.re, penanganan

ambulance, dur hospitalisasl (sistcm rujukan).

5) Pemerintah Daerah

a) Berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terkait

data dan kondisi korban tindak pidana terorisme;

b) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kementerian/

lembaga terkait yang kompeten dalam menetapkan status bencana sosial di

wilayahnya saat terjadi tindak pidana terorisme;

c) Melaksanakan perawatan medis bagi korban tindak pidana terorisme dalam

wilayahnya.

6) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan BNPT

terkait data dan kondisi korban tindak pidana terorisme;

b) Melakukan identifikasi dan verifikasi data korban dan lokasi pendidikan

dalam rangka pemberian layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan

pasca peristiwa terorismei

c) Memberikan pemulihan psikososial berupa rehabilitasi dan rekonstruksi

pendidikan pasca terjadinya peristiwa terorisme setelah berkoordinasi

dengan BNPT;

d) Memberikan bantuan pendidikan bagi korban tindak pidana terorisme yang

masuk dalam program pelayanan pendidikan dasar dan menengah setelah

berkoordinasi dengan BNPT.
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7) Kementerian Ketenagakerj aan

a) Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja;
b) Mempersiapkan fasilitas pelatihan kerja dan penempatan kerja bagi korban

tindak pidana terorisme;

c) Kementerian Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan BNPT terkait data

korban tindak pidana terorisme;

d) Melakukan identifikasi dan verifikasi data korban yang diajukan oleh

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
e) Kementerian Ketenagake{aan dapat mengalokasikan layanan penciptaan

perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan kerja pemberdayaan korban

terorisme melalui padat karya produktif dan tenaga kerja mandiri;
f) Memfasilitasi pelatihan keq'a dan penempatan keq'a bagi korban tindak

pidana terorisme;

g) Memberikan banhran pemerintah melalui banhran masyarakat

penganggur/setengah penganggur dalam rangka pemulihan korban tindak
pidana terorisme melalui program:

(l) Padat karya produktif;
(2) Tenaga ke{a mandiri;
(3) Inkubasi bisnis:
(4) Pemberdayaan penyandang disabilitas akibat tindak pidatra terorisme.

8) Kemcnterian Sosial

a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program pemulihan korban

akibat bencana sosial (tindak pidana terorisme);

b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data, kondisi dan kebutuhan korban

tindak pidana terorisme;

c) Melaksanakan program pemulihan korban berupa:

d) Penguatan ekonomi khusus bagi yang memiliki usaha dan layanan

dukungan psikososial;

e) Bantuan santunan bagi korban meninggal atau luka-luka;

f) Dukungan psikososial terhadap korban tindak pidana terorisme.

9) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a) Merencanakan dan mengalokasikan anggarrn progmm rehabilitasi
psikososial bagi korban tindak pidana terorisme;

b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data dan kebutuhan korban tindak

pidana terorisme;

c) Melaksanakan program rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana

terorisme berupa:

(l) Bantuan pendampingan usaha;

(2) Pemasyarakatan kewirausahaan;

(3) Pelatihan kewirausahaan;
(4) Pelatihan vokasional bagi usaha kecil menengah sesuai kebutuhan

korban;
(5) Bantuan modal untuk wirausaha pemula.
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l0) Kementerian Agama

a) Mcrencanakan dan mengalokasikan anggaran program rehabilitasi
psikososial bagi korban tindak pidana terorisme;

b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data dan kebutuhan korban tindak
pidana terorisme;

c) Melaksanakan program rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana

terorisme.

I I ) Kementerian Pekerjaan Umum
a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program rehabilitasi sarana

dan prasarana yang rusak dan hancur bagi korban tindak pidana terorisme;

b) Bcrkoordinasi dengan BNPT terkait data dan kebutuhan korban tindak
pidana terorisme;

c) Mclaksanakan program rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan bagi

korban tindak pidana lerorisme.

I 2) Kementerian Dalam Negeri

Memastikan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah

dalam rangka pelaksanaan program pemulihan mcdis dan rchabilitasi psikososial

korban tindak pidana terorisme be{alan secara efektif bcrdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan-

13) Kementerian Luar Ncgeri

a) Melakukan identihkasi kcbutuhan Warga Ncgara Indoncsia korban tindak

pidana terorisme di luar negeri dalam hal pemulihan medis dan rehabilitasi
psikososial;

b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait perkembangan perkara terorisme di

luar negeri.

g. Sasaran Strategis 12 (SSf2. Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang

Berhasil Dideradikalisasi)
Sasaran Strategis I 2 "Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil

Dideradikalisasi", memiliki I (satu) IKU, yaitu Indeks Deradikalisasi.

IKU 14 : Indeks Deradikalisasi
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, deradikalisasi merupakan suatu

proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang

dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman

radikal terorisme yang terjadi. Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa,

terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme atau orang/kelompok orang yang

sudah terpapar paham radikal terorisme. Sedangkan masyarakat terpapar adalah

orang atau kelompok orang yang terbukti secara hukum atau berdasarkan laporan

intelijen memiliki paham radikal terorisme dan telah atau berpotensi melakukan

tindak pidana terorisme.
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Pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan sebagai suatu program yang

utuh, integratif, dan berkesinambungan dengan dua klasifikasi, yaitu:
l) Deradikalisasi di dalam lapas, dengan sasaran tersangka, terdakwa, terpidana,

dan narapidana dan dilakukan pembinaan melalui tahapan identifikasi dan
penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial;

2) Deradikalisasi di luar lapas, dengan sasaran manta[ narapidana terorisme atau

oranglkelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dan

dilakukan pembinaan melalui tahapan pembinaan wawasan kebangsaan,
pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau kewirausahaan.

Tabel3.24
Indeks Deradikalisa-si

Sasaran Strategis

"\leningkatnl a .Iumlah \Ias1arakat Terpapar yang Berhasil
Didr:radi k a lis asi"

Tahun 2022

Target

().85

IKU-I4
lndeks Deradikalisasi

Rcnstla l0l0-101.1
Rcalisasi % Targct o,i terhadap

2024 Targct Renstra

0 rt5 100 0.9 9.{.4,+

Perbandingan dengan Realisasi 2020 & 2021
2020 2021

0.8 0,8 100% 0.85 0,85    1009,

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU-14 Indeks Deradikalisasi adalah

sebesar 0.85 atau telah mencapai 100% dari target Tfuir. 2022 yang telah ditetapkan

sebesar 0.85. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun

2020-2024 yaifi 0.85, capaian Tafurn 2022 padaIKU-14 mencapai 94,44%o.

Indeks deradikalisasi diukur melalui perbandingan antara total masyarakat

terpapar paham radikal terorisme yang berhasil dideradikalisasi dengan total
masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme. Berdasarkan tabel 3. 1 8, Sasaran

Strategis Muringkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang berhasil dideradikalisasi
dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi

diturunkan dalam Program Ke{a Direktorat Deradikalisasi sebagai berikut:
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Realisasi Program Kegiatan Direktorat Dendよ alisasi

lndikator Kineria
sasaran stratetis                    

‐       ′
rarget′`
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。
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Rcalisasi

つ

ニ

Mcningkatnva junr lah

nrasvarakat tclpapar

) ang berhasil

d iclcradikalisasi

Indcks dcradikalisasi

masyarakat binaan di
lcnt baga

penrasl'arakatan

().85

(Skala()― |)

0.85

(Skala O-1)

Indcks Dcradikalisasi

masyarakat di luar lapas

10(),も

100%

Indcks dcradikalisasi

maslarakat binaan di
Icnrbasa

penrasr arakatan khusus

tcroris ( lapas )

100()も

l) Indikator Pertama: Jumlah masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan

(apas) yang mendapatkan pembinaan

Sepanjang tahun 2022, Sub Direktorat Bina Dalam Lapas telah melakukan

355 kegiatan program deradikalisasi kepada narapidana di 62 lapas tersebar, baik
kegiatan pada tahapan identifikasi (236 orang), rehabilitasi (156 orang),

reedukasi (42 orang), maupun reintegrasi sosial (5 orang). Dalam menjalankan

program deradikalisasi, BNPT bekeda sama dengan Kementerian Hukum dan

HAM, Kepolisian Republik Indonesia, dan K,/L terkait lairmya.

a) Melaksanakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program

deradikalisasi bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana melalui

tim koordinasi pelaksana deradikalisasi, yang terdiri dari unsur:

(l). Kementerian Hukum dan HAM;
(2). Kepolisian Republik Indonesia;

(3). Kejaksaan Republik Indonesia;
(4). Kementerian Agama;
(5). K/L terkait lainnya.

b) BNPT memberikan kesempatan kepada narapidana tindak pidana terorisme
yang bersedia mengikuti pembinaan untuk berkomunikasi dengan keluarga,

baik yang berada di luar maupun di dalam lapas, secara virtual/daring.
Khusus bagi keluarga narapidana di Lapas Gunung Sindur dan Lapas

wilayah Nusakambangan, BNPT menyediakan rumah singgah bagi keluarga
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narapidana tindak pidana terorsme yang telah hijau yang hendak
berkunjung, bekerja sama dengan pihak terkait seperti Direktorat Idensos

Dcnsus 88 AT Polri dan aparat sctempat;

c) Stand B1t Force (SBF) Lapas Gunung Sindur dan Lapas wilayah
Nusakambangan. Jumlah narapidana tindak pidana terorisme yang cukup

banyak di kedua wilayah tersebut membutuhkan perhatian khusus, sehingga

dibentuklah tim SBF yang berhrgas memberikan program deradikalisasi

secara intens setiap hari;

d) Melakukan pemeriksaan gigi, pendampingan pengobatan, dan pemenuhan

kebutuhan obat-obatan narapidana tindak pidana terorisme, beke{a sama

dengan pihak Lapas maupun Densus 88 Anti Teror Polri;

e) Melaksanakan TRE (Tension Release Exercise), CMT (Conflict
Management Training), datr LMT (Lde Management Training) nnh*.
narapidana tindak pidana terorismc sebagai bagian upaya melepaskan stres

dan trauma dan memberikan bekal kemampuan penguasaan diri dari

konflik;

f) Memberikan Al-Quran dan buku kepada narapidana tindak pidana terorisme

sebagai bagian dari program deradikalisasi. Buku yang diberikan

merupakan rekomendasi dari narasumber berkompeten maupun permintaan

dari narapidana tindak pidana terorisme, yang kemudian diseleksi kembali

oleh BNPT dan petugas Lapas;

g) Pemenuhan hak narapidana tindak pidana terorisme dengan mengeluarkan

Surat Keterangan Deradikalisasi. Surat ini diberikan kepada narapidana

tindak pidana terorisme yang telah menandatangani ikrar NKRI guna

mengajukan remisi/pemotongan hukuman. Sepanjang tahun 2022, BNPT

telah mengeluarkan 32 Surat Keterangan Deradikalisasi;

h) Mendampingi dan mendukung pelaksanaan kegiatan ikrar NKRI bagi

narapidana tindak pidana terorisme, bekerja sama dengan Kementerian

Hukum dan HAM dan Densus 88 Anti Teror Polri. Sepanjang tahtn 2022,

sebanyak 157 narapidana tindak pidana terorisme telah menandatangani

ikrar NKRII

i) Mendampingi dan mengakomodasi pembebasan narapidana tindak pidana

terorisme yang telah NKRI sebagai bentuk apresiasi dan menyambut

kembalinya mereka ke tengah masyarakat, bekerja sama dengan Densus 88

Anti Teror Polri dan aparat berwenang setempat. Sepanjang tahw 2022,

terdapat 132 narapidana tindak pidana terorisme yang bebas setelah

mendapat remisi,{Pembebasan Bersyarat (PB)/Cuti Menjelang Bebas

(CMB);

j) Mengadakan program pembelajaran Bahasa Arab rutin di Lapas Narkotika

Kelas IIA Gunung Sindur yang diadakan selama empat bulan (September-
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Desember 2022) sebanyak 14 pertemuan dan diikuti oleh 37 narapidana
tindak pidana terorisme yang telah menandatangani ikrar NKRI.

2) Indikator Kedua: lndeks Deradiknlisasi masyarakat di luar lapas

Sepanjang 2022, Subdirektorat Bina Masyarakat telah berhasil
mclaksanakan program deradikalisasi kepada 30 orang sasaran deradikalisasi

baru, yang terdiri dari 25 mantan narapidana terorisme dan 5 orang atau

kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Hasil ini
didapatkan berdasarkan hasil pelaksanaan program deradikalisasi terhadap 35

sasaran deradikalisasi di Luar Lapas.

Tahap pertama implementasi program yaitu melaksanakan identihkasi dan

penilaian terhadap 35 orang mantan narapidana terorisme dan orang atau

kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Dari hasil
identifikasi dan penilaian tersebut, kemudian dilaksanakan program pembinaan

wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan kewirausahaan terhadap 35

orang sasaran tersebut. Setelah seluruh program terlaksana, selanjutnya

dilakukan evaluasi menggunakan alat ukur deradikalisasi untuk mengetahui

tingkat radikalisme dan menetapkan keberhasilan pelaksanaan program

dcradikalisasi. Dari 35 sasaran deradikalisasi di luar lapas, didapati hasil 25

mantan narapidana terorisme dan 5 orang atau kelompok orang yang sudah

terpapar paham radikal terorisme, yang berhasil dideradikalisasi, dengan

kriteria:

a) Telah dilakukan identifikasi dan penilaian baik secara langsung oleh BNPT

maupun berdasarkan informasi intelijen terhadap profiling dan pengukuran

tingkat radikal terorisme terhadap mantan narapidana terorisme dan orang

atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme;

b) Telah dilaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan wawasan

keagamaan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian terhadap mantan

narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar

paham radikal terorisme;

c) Telah dilaksanakan pembinaan kewirausahaan untuk memberikan

pendampingan dan pemberdayaan baik dalam hal ekonomi, Kesehatan,

Pendidikan, dan kebutuhan dasar sebagai Warga Negara Indonesia bagi

mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah

terpapar paham radikal terorisme;

d) Telah dilaksanakan evaluasi dan pengukuran terhadap aspek ideologi,
perilaku dan kemandirian mantan narapidana terorisme dan orang atau

kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme untuk
menentukan keberhasilan program deradikalisasi di luar lapas. Pelaksanaan

program deradikalisasi oleh Subdirektorat Bina Masyarakat pada tahun

2022, telah dilaksanakan di 20 Provinsi baik deradikalisasi secara

konvensional maupun dalam Pembinaan Deradikalisasi Terpadu. Beberapa
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Provinsi yang dilaksanakan secara konvcnsional di antaranya Aceh,

Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu,
Lampung, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Maluku. Sedangkan

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan

Sulawesi Tengah masuk dalam pelaksanaan Pembinaan Deradikalisasi

Terpadu.

3) Indikator Ketiga: Indel<s deradikalisasi masyarakat binaan di lembaga
pemasyarakatan khusw teroris (lapas)

Pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan deradikalisasi pada tahapan

reintegrasi sosial kepada 36 orang narapidana teroris di Lapas Khusus Kelas IIB
Sentul. Narapidana yang dibina terdiri dari 16 orang Angkatan VI dan 20 orang

Angkatan VII yang dipindah ke Lapas Khusus Kelas IIB Sentul pada

pertengahan tahtn 2022 dengan keterangan sebagai berikut:
a) Melaksanakan pembinaan deradikalisasi 4 (empat) bidang, yang terdiri dari

Pembinaan Wawasan Kabangsaan, Wawasan Keagamaan, Kewirausahaan,

dan Konseling Psikologi. Kegiatan pembinaan dilaksanakan sebanyak 34

pcrtemuan untuk masing- masing bidang yang dilaksanakan sccara tatap

muka dengan menghadirkan narasumber akademisi dan praktisi. Dalam

rangkaian kegiatan pembinaan dilakukan evaluasi yang salah satunya

berbentuk lomba dengan mengaplikasikan materi-materi yang telah

diajarkan di pembinaan:

b) Melaksanakan pelatihan kejuruan (vokasional) berbasis kompetensi, dengan

3 workshop yang dibuka, yaitu fuminue kayu, otomotif, dan jahit. Pelatihan

kejuruan dilaksanakan sebanyak 11 pertemuan tatap muka di Workshop

Deradikalisa.si BNPT. Selain ketiga workshop tersebut, saat ini sedang

dirintis untuk penambahan workshop pertanian/perkebunan;

c) Melaksanakan kegiatan konseling unhrk membantu para binaan menggali

potensi diri sehingga bisa mengembangkan skill/keterampilan serta

mempersiapkan mental untuk kembali ke masyarakat. Kegiatan konseling

dilaksanakan sebanyak l2 kali pertemuan dengan menghadirkan

konselor/narasumber dari akademisi, praktisi, maupun alumni binaan Pusat

Deradikalisasi;

d) Mengelola Pusat Deradikalisasi BNPT dengan 3 manajemen pengelolaan,

yaitu manajemen substansi oleh Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme, manajemen adnimidtrasi oleh Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM melalui Lapas Khusus

Kelas IIB Sentul, dan manajemen keamanan oleh Kesatuan Brimob Polri;

e) Melaksanakan kegiatan fasilitasi komunikasi (family Visit) dengan

mendatangkan keluarga narapidana teroris Lapas Khusus Kelas IIB Sentul

sehingga mereka bisa bertemu langsung. Kegiatan ini merupakan sarana

dalam rekonsiliasi hubungan WBP dengan keluarga ataupun mempererat
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hubungan dengan keluarga sebagai persiapan dalam reintegrasi sosial ke
masyarakat. Dalam kegiatan ini keluarga juga diberikan penguatan melalui
pcmbinaan psikotogi. Keluarga memiliki peran penting sebagai support
system baik pada saat narapidana teroris berada di dalam Lapas maupun
setelah bebas dan kembali ke masyarakat;

f) Dilaksanakan kegiatan observasi warga binaan pemasyarakatan tindak
pidana terorisme melalui studi longitudinal kepada binaan yang sedang

menjalani pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Pada kegiatan
ini diberikan intervensi sesuai kebutuhan kepada binaan dalam menjalani
masa-masa transisi yang rentan terpengaruh dan kembali lagi ke jaringan.

Intervensi yang diberikan dapat berupa pembinaan lanjutan bidang

keagamaan, wawasan kcbangsaan, kewirausahaan, konseling psikologis
maupun penerapan keahlian vokasional yang pemah dipelajari. Adapun
sasaran yang dibina sebanyak 20 orang, terdiri dari binaan Pusat

Deradikalisasi Angkatan V dan VI;
g) Melaksanakan mentoring untuk warga binaan pemasyarakatan Lapas

Khusus Kelas IIB Sentul Angkatan \/II dimana setiap mentor menangani

satu sampai 2 orang. Dengan adanya mentoring ini pcrkembangan binaan

mcnjadi lebih terpantau.

Hal-hal yang yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan program kegiatan

dan kcberhasilan dalam sasaran strategis ini antara lain sebagai berikut:

a) Program Deradikalisasi di Subdit Bina Dalam Lapas terdapat beberapa

hambatan dalam pelaksanaan teknis seperti, tersebarnya napiter di berbagai

lapas seluruh Indonesia yang berbanding terbalik dengan jumlah personel

yang ada sehingga kegiatan deradikalisasi belum dapat menyentuh seluruh

tahanan dan narapidana tindak pidana terorisme dengan intensif;

b) Belum semua narasumber/tenaga ahli di setiap daerah memiliki kemampuan

yang dapat mengimbangi pola pikir narapidana tindak pidana terorisme;

c) Program Deradikalisasi di Subdit Bina Dalam Lapas memiliki berbagai

tantangan dikarenakan beberapa sasaran yang akan dilakukan pembinaan

masih memiliki resistensi. Selain itu, kondisi geografis yang cukup jauh,

dan terbatasnya waktu dan SDM perlu disiasati dan dicarikan solusi secara

holistik. Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Subdit Bina Dalam Lapas

terdapat beberapa analisa yang dapat dijelaskan yang dibagi berdasarkan

program kegiatan, yaitu identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi

sosial;

d) Adanya pandemi Covid-I9 yang berdampak langsung terhadap program

Deradikalisasi pada Subdit Bina Dalam Lapas sehingga beberapa

pelaksanaan kegiatan tertunda dan dilakukan beberapa alternatif seperti

menggunakan media daring dengan Video Conference, adapun kegiatan

tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan;
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e) Program Deradikalisasi di Subdit Bina Masyarakat memiliki beberapa
hambatan dalam pelaksanaan teknis seperti jumlah personil pelaksana

dcradikalisasi yang tidak sebanding dengan lokasi penyebaran sasaran

deradikalisasi di seluruh wilayah Indonesia sehingga masih ada sasaran

deradikalisasi yang belum tersentuh oleh program deradikalisasi. Di
samping itu, tantangan lainnya dikarenakan beberapa sasaran yang akan

dilakukan pembinaan masih memiliki resistensi. Selain itu, kondisi
geografis yang cukup jauh, dan terbatasnya waktu perlu disiasati dan

dicarikan solusi secara holistik;
f) Pelaksanaan pembinaan secara daring/online berdampak pada tidak

efektifnya penyampaian materi karena adanya gangguan secara teknis dan

dalam proses penilaiannya metrgurangi hasil pencapaian serta kualitas di
aspek pemahaman materi;

g) Materi yang telah disusun scsuai kurikulum tidak dapat tersampaikan sccara

keseluruhan karena sedikitnya jumlah pertemuan efektif yang dapat

dilakukan;

h) Kcgiatan fasilitasi komunikasi yang biasanya dilakukan dengan

menghadirkan keluarga ke Lapas dimodifikasi bentuk pelaksanaannya

dcngan tim yang mengunjungi keluarga dengan menganalisis pengurusan

adminisfrasi dan hak kependudukan, dukungan keluarga dan lingkungan,

scrta potcnsi usaha pasca bebas;

i) Sulitnya melakukan komunikasi dan monitoring di lapangan sehingga pcrlu

dibcntuk nya pusat layanan informasi (call centre) sebagai alternatif solusi

binaan dan keluarganya menyampaikan inforrnasi dan terpantau secara

legal.

h. Sasaran Strategis l3 (SS13. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai

Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)
Sasaran Strategis l3 "Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadmap

Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)", memiliki I (satu) IKU, yaitu Nilai RB BNPT.

IKU 15 : Nilai Reformasi Birokrasi BNPT
Reformasi birokrasi adalah upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya

memberikan perubahan atau perbaikan birokasi ke arah yang lebih baik dalam

rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang

profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Nilai Reformasi Birokrasi BNPT merupakan tingkat proses pelaksanaan

reformasi birokrasi di lingkungan BNPT unhrk mewujudkan birokrasi yang lebih

baik, sehingga seluruh personil BNPT dapat bekerja secara lebih profesional, efektif,
dan akuntabel dalam melaksanakan program penanggulangan terorisme.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 t enlang Grand Design

Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25

Tahun 2020 tentan g Road Map Reformasi Birokrasi Tahw2020-2024, dan Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
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Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT setiap tahun, dengan berpedoman pada

Pcraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kcdua Atas

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi

Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi tersebut difokuskan pada upaya-

upaya yang telah dilakukan oleh BNPT dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi

birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu : birokrasi yang bersih dan akuntabel,

birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Selain itu, evaluasi juga

bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas
penerapan reformasi birokrasi di lingkungan BNPT.

Pada tahun 2015-2019, nilai kine{a reforrnasi birokrasi BNPT diperoleh dari
indeks reforrnasi birokrasi hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap 8 Area Perubahan

Reformasi Birokrasi, yaitu :

l) Manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, yaitu birokasi
dengan integritas dan kinerja yang tinggi;

2) Peraturan perundang-undangan, yaitu regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih,
dan kondusif;

3) Peuataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);
4) Tata laksana, yang meliputi sistem, proses, dan prosedur ke{a yangjelas, efektif,

efisien, terukur, dan sesuai dengan prisip-prinsip good govemance;

5) SDM aparatur, yaitu sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral,

kompeten, kapabel, profesional, berkinerl'a tinggi, dan sejahtera;

6) Akuntabilitas, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7) Pengawasan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

dan bebas KKN;
8) Pelayanan publik, yang meliputi pemberian pelayanan prima sesuai kebutuhan

dan harapan masyarakat.

Adapun hasil penilaian implementasi RB BNPT Tahun 2015 sampai 2019 oleh
Kementerian RB dan PAN adalah sebagai berikut :

Tabel3.26

Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2015 s.d. 2019

No Kotnpottcrt I'e rt iluiit n 13()b()t  
‐
Ni:ai

2015  2016  2017  2018  2019
ヘ

１

２

l)cngungkit
\.lanajenren Perubahan

I'eltittitan l)eratutlrr
I)!'rlt li darlu- Ll nda n ta n

I'enataarr dan Per'rguatarl

0rganisasi
I'enalaan'f lrtrlaksarrl

5.00

5_00

3.52

2、 71

3.58

2.71

4.()1

2.71

2、 x7

2、 71

2.55

2.71

6.()()   2,82   3.84   3,84   3.76   3.76

5_()()   3、 6()  R.R4   3,・17   3.36   3.3`)4
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5 Penataan Sistem Manajemen

SDM
6 Pcngurtan A k un trbilitas
7 Penguatan Pengawasan

ll Pcningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

Total Komponen Pengungkit (A)
B Komponen Hasil
I Nilai Akuntabilitas K incrja

I Surr cr Internll Intcgritas

Organisasi

3 Sunci Ekstcmal Pcrscpsi

Korupsi
-1 Opini BPK

5 Survei Ekstemal Pelayanan

Publik

Total Kornponen Hasil (B)
Indeks Relbrmasi Birokrasi (A+B)

15,00   7,20   11,62  11,40  10,95  10,98

6.00

12,00

6.00

14.0()

6.00

7,00

3.00

10,00

40,00

100,00

8,42

5,09

30,17

65,40

8,45

4.63

3,00

8,22

30,54

67,80

8,52

4.50

30,86

66,09

8,48

1.82

3、00

8,64

30,95

65,95

3,88

8,78

4.17

1.60

5,27

3,26

2,42

5,94

3,47

2.45

5,75

3,38

2.46

5,75

3,4()

60,00   36,67  35,23  37,26  35,23  35,00

5,88   6.24   6.16   6.01

3.00

7,78

3.00

8,68

Tertlapat perbedaan dalam penilaian reformasi birokrasi pada Tahun 2020-2021,

dimana penilaian terhadap program-program reformasi birokrasi sebagai unsur

komponen pengungkit yang semula terdiri dari 8 (delapan) area perubahan, saat id
penilaian dilahkan secara umum melalui 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pernenuhan,

Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform dengn bobot masing-masing

berturt-turut sebesr 20Vo, l0%, dar. 30%.

Adapun penilaian terhadap sasaran reformasi birokrasi sebagai "komponen
hasil" masih sama dengan tahun sebelumnya dengan bobot sebesar 40olo, terdiri dari
atas

l) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan dua indikator yaitu:

a) Opini Badan Pemeriksa Keuangan;

b) Nilai Akurtabilitas Kinerja (SAKIP);
Kualitas Pelayanan Publik, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Kualitas

Pelayanan (IPKP);

Pernerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, dengan satu indikator yaitu Indeks

Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
Kinerja Organisasi, dengan tiga indikator yaitu:

a) Capaian Kine{a kementerian/lembaga./pemerintah daerah;

b) Capaian Kinet'a Lainnya;
c) Survei Intemal Organisasi.

2)

3)

4)

Hasil penilaian implernentasi RB BNPT oleh Kementerian PAN RB Tahun 2021

adalah sebagai berikut :
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Tabe1 3.27

Nilailmplementasi RB BNPT Tahun 2021

Komponen Penilaian

Kornponcn Pengungkit
I. Pcrncnuhan
ll. I"lasil Antara Arca Pcrubahan
IIi. Rcfbrnr
Total Komponcn Pi.'ngungkit
Kor.nponc-n Hasil
Akuntabilitas Kinerja dan Kcuangan
Kualitas Pelayanan Publik
Pcurcrintahan yang Bcrsih dan Bcbas KKr.,'
Kincrja Organisasi
Total Kornponc-n Ilasil
lndcks Relbrmasi Birokrasi {Pengungkit + Hasil)

N().Hasil Survci
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3obot  Nilai

A

Ｂ

Ｉ

つ
一

♪ヽ

４

20.00

1(),0()

30,00

6()、 00

I().00

10.00

10.()0

10.00

40.00

100,00

14、48

5.47

16,73

36.6X

7.33
(),46

8,34

5、45

30,58

67,26

Pen」elasan terkait komponen hasil pclaksanall Rc食 )nnasi Birokasi di BNPT

T'ahlШn 2021 adalah sebagai benkut:

1)Terkait dengan aklmttbilims kheゴ a dan keuangan,BNPT menu■ulよm kine]a

yang baik dengal nilai SAKIP 62,45 dengan kategon B(Baik)tahun 2021 dan

akun●bili櫨S kCuangan dmgan Op面 WTP(W」 ar Tmpa PengeCualian)ataS
Laporan Kcuangan Tahun 2021;

2)SuⅣei ekstemal terhaぬp m6yarakat yang telah merasakan pelayanan BNPT
mellunjukkan h6il:

・
I・abc1 3.28

Sulvei lntenlal dan Pelayanan Publik

Skala   Nilai

Indcks Pcrscpsi Kualitas Pcla、 ′all a:1

Publik(IPKP)

Stlr、 ci likstcrnal iく しlalitas I〕 clayanall

Sul、 ti EkstcnlaI Pcrscpsi Kortlpsi

()― 100

()― 100

()― 100

61-90

t,4,60

81.71

Sumber Data

Kcnlcnpan R 3

Kcincnpall RB

SI)I Intcl■lal()lch

KPK

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada lndeks Persepsi

Anti Korupsi (IPAK) dan Survei Intemal Organisasi yang merupakan pengukuran

yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Capaian nilai reformasi

birokrasi BNPT dapat dilihat dalam tabel berikut :
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・
「 abc1 3_29

Nllai Refomlasi Birohasi BNPT

Sasaran Strategis
"Terrvujudnya Rclbrmasi Birokrasi BNPT sesuai roointap Relbrmasi

Birokrasi l\..asional (RBN)"
IKU‐ 15

Nilai Reformasi Birokrasi BNPT

Tahun 202 2

Target Realisasi

67.26

(%

Rcnstra 2()20-2()24

Targc1    9′|,   tcrhadap

2024     Targct Rcnstra

75         89_68(|(〕72 93.4191)

Perbandinqan dengan Realisasi 2020 & 2021
202()

65,95

2021

65,9870 94,2196 71 92,93(%

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di
BNPT adalah sebesar 67,26. Nilai tersebut termasuk dalam kategori B dan belum
mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 72. Apabila dibandingkan

dengan realisasi Tahun 2021 untuk penilaian RB Tahun 2020, yaitu sebesar 65,98,

rcalisasi nilai kinerja RB Tahun 2022 untuk penilaian RB Tahun 2021 mengalami

peningkatan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB atas

penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT Tahun 2021 sesuai surat

Kemenpan dan RB Nomor B/35/lv{ .R8.0612022, diperoleh Indeks Reformasi

Birokrasi 67,26 (Laporat Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
BNPT Tahun 2022, pada saat Laporan Kinerja ini disusun belum di terbitkan oleh

Kementerian PAN dan RB), dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

I ) Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pelaksanaan RB

di lingkungan BNPT Tahun 2022, adalah :

a) Mengembangkan e-kinerja yang akan mengintegrasikan perjanjian kinerja

dengan Sasaran Ke{a Pegawai (SKP);

b) Melakukan inovasi sistem informasi, seperti ,Sircril Operation Center dan

getar media untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan publik;
c) Mengembangkan aplikasi SIMOLEK (Sistem Informasi Monitoring dan

Evaluasi Kine{a);
d) Melakukan pengembangan system presensi pegawai berbasis elektronik;
e) Melala*an pengembangan system otentifikasi dokumen berbasis

elektronik;
f) Melakukan proses perubahan struktur organisasi rmtuk memenuhi

kebutuhan cakupan wilayah dan jaringan yang semakin besar.
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2) Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas reformasi

birokrasi di BNPT adalah :

a) Mcningkatkan pembangunan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh tim
reformasi birokrasi internal, ossessor, dan tim penilai intemal dalam proses

perencanaan, pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi yang bcrfol-us
pada efektivitas dari setiap tpaya reform. Kcmudian memastikan hasil

pemantauan dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti seluruh unit kerja sehingga

teroipta perbaikan birokasi yang berkelanjutan;

b) Melakukan pemetaan keterkaitan antar kebijakan secara komprehensifyang
berfokus pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pclayanan.

Pemetaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan kebutuhan

kcbijakan kedepan dengan skala prioritas dan monev berkala;

c) Menyelesaikan tindak lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d.

393 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

Kemudian secara berkelanjutan melakukan monev terhadap efektivitasnya

tcrhadap kinefa organisasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya

mcwujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional;

d) Menyelesaikan pemetaan proses bisnis dan monev berkala pada seluruh unit
kerja untuk msningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian

kinerja. Selain itu sccara berkelanjutan mengoptimalkan penerapan e-

govertrment yang terintcgrasi, dan melakukan monev efektivitasnya secera

berkala;

e) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan

lain untuk memastikan terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja;

f) Mengimplementasikan secara menyeluruh dan melalrukan monev berkala

pada pelaksanaan pengawasan intemal, terutama dalam hal penanganan

gratifrkasi, pengelolaan benturan kepentingan, dan whistle-blowing system,

serta memastikan seluruh fungsi Aparat Pengawasn Intemal Pemerintah

(APIP) berjalan dengan efektif; dan

g) Mengimplemetasikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berkala pada

seluruh unit kerja sekaligus memperdalam cakupan stakeholders strategis

sebagai responden. SKM tersebut kemudian dijadikan dasar untuk

melakukan inovasi pelayanan yang masif dan berkelanjutan, sehingga dapat

mendorong kepuasan pengguna layanan.

3) Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta menumbuh kembangkan

budaya kineg'a, BNPT telah melakukan beberapa upaya perbaikan reformasi

birokrasi sesuai dengan rekomendasi Kementerian PAN dan RB antara lain :

a) Telah tersusunnya Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang

disesuaikan dengan prioritas kineqja dari Renstra 2020-2024, Roadmap RB

Nasional, dan dinamika strategis lainnya, serta menjadi acuan penyusunan

rencana aksi RB unit kerja;
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b) Melakukan penunjukkan agen perubahan (agent of change) di tevel unit
kerja yang bertugas memberikan kontribusi yang optimal dalam
peningkatan implementasi RB di unit keria;

c) Terus berproses dalam inventarisasi peraturan perundang-undangan dan

analisisnya terutama pada unit kerja untuk mendapatkan informasi tingkat
harmonisasinya secara komprehensif;

d) Menyempumakan perencanaan strategis yang lebih berorientasi

hasiUoutcome dan terukur, kemudian menjadikan kinerja sebagai dasar

pelaksanaan RB, seperti penyusunan peta proses bisnis dan struktur
organisasi;

e) Melanjutkan assessment dar. melakukan pemetaan gap kompetensi pegawai

sccara menyeluruh unhrk menjadikannya dasar perencanaan pengembangan

kompetensi pegawai dan sarana pengambilan keputusan pimpinan dalam

promosi, mutasi. serta karir pegawail

f) Menyempurnakan pola penilaian kinerja individu yang selaras dengan

kinerja organisasi dan menjadi dasar penentuan tunjangan kinerja pegawai;

g) Mcningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terkait gratifikasi,

whistleblowing system, pengadran masyarakat, benturan kepentingan, dan

pembangunan unit Zona Integritas;

h) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi standar

pelayanan dan survei kepuasan layanan di seluruh unit kerja, sebagai upaya

mcnumbuhkan budaya pelayanan prima;

i) Membangun budaya pelayanan prima dengan pemberian

reward/punishment atas unit kerja atau individu yang mampu mendorong

peningkatan kualitas pelayanan.

(. h in*'.jl \nqgirrun
1. ReaHsasi Anggaran

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA)

Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-I13 .01-0 /2022 tanggal 17 November

2021, jumlah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2022

sebesar Rp453.867.874.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus

Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah). Selama

tahun berjalan, BNPT mendapatkan beberapa kali automatic adjustment dan

refocusing anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, dengan

rincian sebagai berikut:

a. BNPT mendapatkan automatic adjustment pertama sebesar

Rp22.693 .394 .000,00 (Dua puluh dua miliar Enam ratus sembilan puluh tiga juta
Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri
Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 perihal

Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022;

b. Pada bulan luni 2022, BNPT mendapatkan tambahan automatic adjustment

kedua sebesar Rp9.289.500.000,00 (Sembilan miliar Dua ratus delapan puluh
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sembilan juta Lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan
Nomor S-458,4{K.0212022 tanggal2S Mei 2022 perihal Penambahun Automatic
Adjusturent Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022;

c. Pada bulan September 2022, BNPT mendapatkan penambahan anggaran dalam
rangka mendukung pelaksanaan KTT G20, yang berasal dari pembukaan
anggaran automatic adjustnent sebesar Rp2.804.172.000,00 (Dua miliar
Delapan ratus empat juta Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan

Surat Menteri Keuangan Nomor S-302,{\4K.212O22 tanggal I September 2022
perilal Usulan Tambahan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme Tahun Anggarun 2022;

d. Pada bulan Oktober 2022, BNPT mendapatkan refocusing anggaran sebesar

Rp4.142.408.000,00 (Dua miliar Seratus empat puluh dua juta Empat ratus

delapan ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-

800/MK.0212022 tanggal 29 September 2022 peihal Penyesuaian Belanja
Pegawai yang berasal dari Blokir Automdtic Adjustment Belanja
Kementerian{Lembaga Tahun Anggaran 2022;

e. Pada bulan Okobcr 2022, BNPT mendapatkan penambahan anggaran untuk

belanja modal, yang berasal dari pembukaan anggaran automdtic adjustment

sebesar Rp.4.723.0 1 1 .000,00 (Empat miliar Tujuh ratus dua puluh tiga juta

Sebelas ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-

3991MK.212022 tanggal 1l Oktober 2022 peihal Persetujuan Relaksasi

Anggaran Automatic Adjustment pada Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme Tahun Anggarm 2022;

f. Pada bulan Desember 2022, BNPT melaksanakan realokasi anggaran automatic

adjustment Kementerian/Lembaga ke Bagian Anggaran Bendahara Umum

Negara (refocusing anggaran) sebesar Rp20.313.303.000,00 (Dua puluh miliar
Tuga ratus tigabelasjuta Tiga ratus tiga ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri

Keuangan Nomor S-958/I4K.0212022 tanggal 21 November 2022 peihal
Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga T A.2022 yang Terblokir ke Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara.

Setelah dilakukan beberapa kali dutomatic adjuslaent dan refocusing anggarar,

belanja Kementerian/Lembaga, anggaran BNPT menjadi sebesar

Rp.429.412.163.000,00 (Empat ratus dua puluh sembilan miliar Empat ratus dua

belas juta Seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
Penyerapan anggaran berdasarkan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022 sampai dengan

3 1 Desember 2022 adalah sebesar Rp426. I 52.619.414,00 (Empat ratus dua puluh

enam miliar Seratus lima puluh dua juta Enam ratus sembilan belas ribu Empat ratus

empat belas rupi ah) atatt 99 ,24Yo dari total pagu anggaran.
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372.301.972.∞0
370.453.771.733

48.396.885.911
51.148.245.0(Ю    .
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94,62(%

BELAN」 A PEGAWAl
99,50ツら

8〔 1」へNjA BARANG
97,2796

BELAN,A MODAL

I Pagu I Realisasi

Gambar 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja
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“

ロロ■レ
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Pengawasan

lnternal BNPT

2.091.526.376

Gambar 3.5 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahw 2O22

Penyerapan anggaran tertinggi di Tahun 2022 dilakukan oleh Pengawasan

Internal BNPT sebesar 99,94%, sedangkan penyerapan terendah adalah oleh

Dukungan Administrasi dan SDM sebesar 98,39%.

APBN BNPT Tahtn 2022 terbagi dalam 3 jenis belanja, yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai, pagu anggaran sebesar Rp51.148.245.000,00 (Lima puluh san
miliar Seratus empat puluh delapan juta Dua rafi$ empat puluh lima ribu
rupiah) dengat realisasi sebesar Ry'8.396.885.911,00 (Empat puluh delapan

miliar Tiga ratus sembilan puluh enam juta Delapan ratus delapan puluh lima
ribu Sembilan ratus sebelas rupla&) atau mencapai 94,62%o;

b. Belanja barang, pagu angg.ran sebesar Rp372.301.972.O00,O0 (Tiga ratus t4juh
puluh dua miliar Tiga ratus satu juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu
rupiah) dengan realisasi sebesar Rp370.451.771.731,00 (Tiga ratus tujuh puluh

miliar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh

ratus tiga puluh tiga) atau mencapai 99,50oh;

c. Belanja modal, dengan anggaran sebesar Rp5.961.946.000,00 (Lima miliar
Sembilan ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu
rupiah) dengan realisasi sebesar Rp5.799 .436.490,00 (Lima miliar Tujuh ratus

sembilan puluh sembilan juta Empot ratus tiga puluh enam ribu Empat ratus
sembilan puluh rupiah) atalu mencapai,9T ,27%;o.

lll -71 | 1l ,: n:. I, r,,r J s K,i I l
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Laporan Kine{a Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahtn 2022
menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis

Tafirn 2022 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian

Indikator Kine{a Utama (IKII). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan
perkembangan yang sipifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target
yang diharapkan. Capaian kine{a BNPT Tahw 2022 secara keseluruhan termasuk
berhasil, karena nilai pencapaian sasaran strategis yang mencapai 98,20%. Meskipun
masih terdapat 3 indikator yang belum tercapai atau sebesar 200lo terhadap jumlah

indikator yang diperjanjikan di Tahun 2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai

upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi
pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja utama. Kendala dan

permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan

menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kineda BNPT Tahun 2022 beberapa hal
yang dapat disimpulkan antara lain bahwa:

l. Secara umum Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BNPT Tahun 2022 sebesar

98,63%. Dari 13 Sasaran Strategis, terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang

capaiannya masih di bawah 100% atau mencapai 20% dari keseluruhan jumlah

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel4.1

Ringkasan Capaian Sasaran Strategis Tahn:lr. 2022

\o. Sasaran Strategis lヽlal

Sasaran Str`ltcgis

l. SS.l Meningkatnya Keanranan Negara dan Masyalakat dan
Alcaman Maupun 'l'indak Pidana Tcrorisme

2. SS.l \lenurunnya Potcnsi Tindak Pirlana 'l-erorisnrc di
I ntkrnes ia

3. SS.l Menurunnva Jumlah Kasus 'f indak Pidana Terorisme
,1. SS.4 Mcnurunnla Damplk KcrLrgian r\kilrat Tindak Pidana

Tcrorismr
5. SS.5 Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme

Berbasis Penelitian
6. SS.6 \'lerringkatnva junrlah Kerja Sarrta Luar Ne-ireri terliait

Penar.rggulangan Tcrorisnrc
7. SS.7 Meningkatnya Junlah Jaringan Terorisme -vang

Belhasil Diungkap
ll. SS.l( Nleningkatnva Kcsilpan Apalat Pemcrintah

\{enuantisipasi Tintlak Pidana Tctoristrte
9. SS.9 Terkendalinya Situasi Keamanatr saat Tindak Pidana

Terorisme Terjadi
10. SS.l0 Tcllirrclunginy'a Apgakurn dalanr l\lctrangaui Tin&rk

Pidanu Tcrorisnrc
l l. SS.I I Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang

Berhasil Dipulihkan
12. SS.1J \Icrringkatnla Junrlirh \4ils\ arakat l'cqrapar -l'ang

Rerhasil l)idcradikalisasi

93.3091る

100.°■,

909′も

1001()

100%

1()0°。

1()0%

100,も

100°■

100,6

1()00',

100・6

l-1. SS.l.\ Tenvujudnva Relbmrasi Birokrasi
Roadmap []irokrasi Nasional (RIJN)

lV - 1 lPenutup
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2.D“ 15(lima be魅 )Idkator● n"a Uttna BNPT Tahm 2022,terdapat 3(」 騨)
IKU ymg cTaimnya dibawah l∞ %atau m∽∽pa1 20%daH kcsclurmm jumlab
IKU BNPT,yakni:

Tabc1 4.2

CapdanIKU BNPT Tttm 2022 yangtidよ tercap西 1∞%

No. lndikator Kincrja Utama (lKU) %

１

　
，
一
　
一
●

GIohal Tetrorism Index (GTI)
Indcks pcnumnan tindak pidana terorisme ntsional
Teru'ujudnya Reformasi Birokasi BNPT sesuai Roarlnrap Reformasi
Birokrasi (RBN) Nasional

78,919`

90.003。

92.93%

3.Pada Tabm 2022,anggaran awd addtt scbesa Rp453.867.874.000,00 kemudilm

setelah dilakukan beberapa bu automauc a`lusment dan“ぉcusmg anggaran

bclan」a  KcmenteHalAン embaga,  anggral  BNPT  mengadi  scbcsar
Rp429.412■ 63.000,∞.C"am kineria Tahu:1 2022 telah direalisasikan anggaran

yang berasal dari APBN sめ csar Rp426.152.619414,00 atau menc"ai 99,24%.

iV-2 1penutup
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PER」ANU:AN κlNER」A TAHUN ana2

O.Ltr rqf. ntI*rffr r'rf{.ilt Fnrfrhr yalt *ld. ltiarrlr -n &r .l
.r|r bm,bl- Dad. t:al raI{ la,lfth bneJr d !f,dr ii:

XJr : tcrRdlAr.t
Ja5ar :l(aaaldrtaalqdPnrtrel..le..rlJlra.rr

8..iru &n nrn*r.frr bod r,ftrF rme t alnltyo l.ra hnla.n FF{..n if. (blrt
mer. ortcFl r,Faflr.r.l..rgf. itrroe$ t.9a.tfi aai ryrl (tr (5lqrtEr
9.UE.alr.

K-..|lr.5r (h f.ften panryan fga fhr|. Lt-ti m.ri.f Lrggme l e fri.

、

…
.21F… 12鳳22

い
… …

…

■0日由
“

～
囀
"

″■F:IA,1.,,A● (ヽ
'｀

三ヽ .ヽハ
'Aよ
く
^:ヽ

:′i さA●A,`“
^」
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Lampiran - 2

Daftar Penghargaan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Tahun 2022

l. Terkait dengan kinerja anggaran BNPT mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian) atas Laporan Keuangan Tahun 2021 yang dikeluarkan di Tahun 2022;

2. Badan Nasional Pananggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI)
mcndapatkan penghargaan terbaik ke 2 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik
lndonesia (Kemenkumham Rl) dalam Kategori Lembaga Pemerintah Non
Kementerian pada JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional)

Award,s 2022;

3. Kcpala BNPT RI, Komjcn Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., memperoleh penghargaan

Raykat Merdeka Award 2022 sebagai tokoh penanggulangan radikalisme dan

terorisme kategori Politik, Hukum dan Keamanan;

EI'A

PIAGAM PENGHARGAAN
\olroi ; *{rGl,lt.ol,oc T.^}IUN n :!

D[nit3tt d:
BADAX XAS(,l.tLPEIIAiCq,,L^,{GAIIIER*IE

S.a.r:
Aryod hl rgan OotllEadlal d.!r Mo.r d le&.rtt La&rrllE*t f

l(.ia.t L.ri{. P..tlrri- llc*c.rlrtLn
d.lrt tldo t'rrrq.'-

Pa&tu Frrirm &Flear&'.drNc r! rae2ol2
tdL.a

,.rhr.n Dor!@rai d.r hf.nEi ll!16 llj.nd gDall]g
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